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Laporan Kinerja Bea Cukai Bandar Lampung Tahun 2021 disajikan untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Penerimaan 

dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) nomor ND-758/BC.11/2021tanggal 27 

Desember 2021 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 2021 di Lingkungan DJBC. 

 

Seluruh data berasal dari Bea Cukai Bandar Lampung dan informasi pihak terkait lainnya melalui situs atau laporan 

yang diterima. Saat penyusunan laporan ini, kami berupaya menyajikan data terbaru atau sesuai hasil rekonsiliasi, 

jika data berubah setelah laporan ini dikirimkan, maka gunakan data perubahan di Bea Cukai Bandar Lampung. 

 

Bea Cukai Bandar Lampung, Januari 2022. 

 

Pindai kode 

QR berikut 

untuk: 

 

Hubungi 

kami: 
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kami: 
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mailto:info@customs.go.id
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Pengantar 
 

Pimpinan dan pemangku kepentingan yang terhormat, tabik pun, 

 Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan 

yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan 

karunia-Nya, kami telah melaksanakan tugas 

dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai di wilayah Provinsi Lampung selama 

tahun 2021 dengan baik dan sukses.  

Sepanjang tahun 2021, pandemi Covid-19 

masih menjadi isu utama penyebab 

melemahnya perekonomian dunia. 

Pengurangan mobilisasi disebut sebagai 

penyebab lambatnya laju ekonomi. Tak 

hanya dunia, dampak pandemi juga melanda 

Indonesia. Namun demikian, kami berhasil 

melewati tahun 2021 dengan baik melalui 

kerja keras dan upaya optimal seluruh 

jajaran Kantor Pengawasan dan Pelayanan 

Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 

Bandar Lampung, keberhasilan ini juga 

merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa 

yang perlu kita syukuri bersama. 

Salah satu bukti dari kerja keras kami yang 

berhasil melampaui target adalah realisasi 

penerimaan kepabeanan dan cukai 

meningkat drastis sebesar Rp. 2.200 milyar 

dari target sebesar Rp. 422 milyar atau 

tercapai 521,28 %. 

Pada sektor pelayanan, usaha kami 

memberikan pelayanan prima kepada para 

pengguna jasa membuahkan hasil, 

berdasarkan hasil survei kepuasan 

pengguna jasa mendapatkan nilai sangat 

puas yaitu 4.80 persen (indeks 5). Kami juga 

telah berupaya keras melakukan pelayanan 

prima kepada pengguna jasa dan pada 

tahun 2021 berhasil memperoleh 

penghargaan dengan predikat Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan 

RB. 

Selain itu, kami juga berhasil menyelesaikan 

tugas yang diamanahkan pimpinan melalui 

Indeks Kinerja Utama (IKU) dengan 

pencapaian melampaui target secara 

keseluruhan dengan capaian hijau yaitu 

115,47 dari maksimal nilai 120. Kemudian 

mengenai peningkatan kompetensi SDM, 

optimalisasi pengendalian mutu, komunikasi 

dan edukasi, serta meningkatkan kepatuhan 

pengguna layanan melalui sosialisasi dan 

operasi gempur rokok ilegal, merupakan 

 

 

Kepala Kantor, 

 

 

Esti Wiyandari 
NIP 19690917 198912 2 001 

beberapa di antara tugas yang telah kami 

laksanakan. 

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih 

disertai penghargaan atas dukungan semua 

jajaran di lingkungan Bea Cukai Bandar 

Lampung baik internal maupun dari pihak 

pengguna jasa (eksternal). Kami juga 

mengucapkan terima kasih kepada Kepala 

Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat dan 

jajarannya atas bimbingan serta arahan para 

pemangku kepentingan atas kontribusi, 

komitmen, dan kerja keras, serta kepada 

masyarakat atas kepercayaan dan 

dukungannya. Semoga sinergi yang telah 

terbina dapat terus terjaga. Mari jadikan tahun 

yang luar biasa ini untuk belajar mengenai 

kehidupan, takdir dan komitmen. Mari 

berupaya terus untuk menjadi semakin baik 

lagi menuju kesempurnaan sebagaimana nilai 

Kementerian Keuangan. 

Kami juga mendengar masukan perbaikan dari 

para pihak internal maupun eksternal. Hal ini 

sebagai salah satu upaya kami dalam 

mendukung proses transformasi kelembagaan 

Kementerian Keuangan menuju perbaikan 

organisasi.  

Upaya kami untuk meningkatkan kinerja 

terbaik merupakan bakti kami kepada negeri 

dan ibadah kami kepada sang Maha Pencipta. 

Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa 

melimpahkan rahmat dan memberikan 

petunjuk serta lindungan-Nya kepada kita  

semua agar kita senantiasa mampu 

mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia 

maju yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian serta bermanfaat. Terima kasih 

 

Mari dukung kami untuk Bea Cukai Makin Baik! 
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VISI 
Terwujudnya 

Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, 

dan Berkepribadian 

Berlandaskan 

Gotong Royong  
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Memfasilitasi 

perdagangan dan 

industri 
 

Membantu masyarakat Lampung melakukan ekspor ke pasar luar 

negeri dan melakukan impor untuk mengembangkan industri dalam 

negeri. Menyediakan layanan yang efisien dalam penyelesaian 

pemeriksaan pabean dan cukai. 

Melindungi perbatasan 

dan masyarakat Indonesia 

dari penyelundupan dan 

perdagangan ilegal 

Membuat negara kita lebih aman dengan mengurangi risiko 

terkait perdagangan internasional dan peredaran barang kena 

cukai ilegal. Melakukan pengawasan yang efektif terhadap 

pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. 

Mengoptimalkan 

penerimaan negara di 

sektor kepabeanan dan 

cukai 

Memastikan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai 

telah dikumpulkan. Bea Cukai Bandar Lampung berkontribusi 

lebih dari 94 persen dari seluruh penerimaan di wilayah Sumatera 

Bagian Barat setiap tahunnya. 

M 

I 

S 

I 
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MOTTO 
Bea Cukai Bandar Lampung 

 

SANTUN MELAYANI 

SIAGA MENGAWASI 

SIAP MENGABDI 
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Ringkasan Eksekutif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capaian realisasi penerimaan Bea Cukai Bandar Lampung tanggal 31 Desember 2021 mencapai 

Rp 2.200.567.033.363 atau 521,28% dari target revisi penerimaan 2021, yaitu sebesar Rp 

422.144.325.000. Realisasi penerimaan mengalami peningkatan di tahun 2021 secara drastis 

sebesar Rp 1.540,65 miliar bila dibandingkan periode tahun 2020 sebesar Rp 659,92 miliar. Hal ini 

disebabkan adanya peningkatan jumlah ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. 

Realisasi Penerimaan Bea Masuk mencapai Rp  361,78 miliar, atau 92,03% dari target 

penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 393,13  miliar. Realisasi Bea Masuk menurun sebesar Rp 

196,71 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 558,49 miliar. 

Realisasi Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp 1.838,69 miliar, atau 6.358,95% dari target 

penerimaan Bea Keluar sebesar Rp 28,91 miliar. Realisasi Bea Keluar meningkat Rp 1.737,537 

miliar dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar Rp 101,15 miliar. 

Realisasi Penerimaan Cukai sebesar Rp 90,77 juta, atau 96,43% dari target penerimaan Cukai 

sebesar Rp 3,361 juta. Penerimaan cukai terdiri dari Cukai Hasil Tembakau, Etil Alkohol, dan 

Denda Administrasi Cukai serta Cukai lainnya.  

Penerimaan dari sektor Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tahun 2021 mencapai Rp 1.742,57 

miliar (tidak memperhitungkan restitusi). Nilai ini terdiri dari PPN Impor, PPh Pasal 22, PPn BM, 

PPh Pasal 22 Ekspor dan PPN Cukai Hasil Tembakau (HT). Nilai PPN Impor mencapai Rp 933,13 

miliar. Nilai PPh Pasal 22 mencapai Rp 324,1 miliar. Nilai PPn BM Impor mencapai Rp 172,2 juta. 

Nilai PPN Cukai HT mencapai Rp 315,5 miliar dan yang terakhir PPh Pasal 22 Ekspor mencapai 

Rp 169,6 miliar. 

Hal yang membanggakan bagi Bea Cukai Bandar Lampung yaitu rasio cost-benefit hanya sebesar 

0,69 persen. Alokasi anggaran sebesar Rp 15,24 miliar dapat berkontribusi atas penerimaan 

negara sebesar Rp. 2.200 miliar. 

Selama 2021 telah dilaksanakan 11 kali kegiatan patroli laut. Dari hasil penindakan, telah terbit 2 

(dua) berkas surat perintah dimulainya penyidikan dan seluruhnya telah mendapatkan SPSA 

(Surat Penetapan Sanksi Administrasi). 

Pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal dilakukan dengan kegiatan operasi pasar, 

gempur rokok ilegal, dan penindakan terhadap pengangkut hasil tembakau dari pulau Jawa 

menuju berbagai daerah di Sumatera. Kegiatan pengawasan selama 2021 menghasilkan 

penegahan 22,41 juta batang rokok ilegal, 30,92 juta Minuman Mengandung Etil Alkohol, 75 

Barang Impor, dan 776,15 gram Narkotika Psikotropika dan Prekursor.  

Selain capaian dari sisi penerimaan negara dan pengawasan, Bea Cukai Bandar Lampung juga 

mempunyai 18 (delapan belas) target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021 yang 

dikelompokkan ke dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis. Bea Cukai Bandar Lampung berhasil 

mencapai di atas seluruh target IKU dengan nilai kinerja organisasi sebesar 115,47%.   

Kemudian, Bea Cukai Bandar Lampung juga berupaya dalam memaksimalkan citra baik 

organisasi dan tugasnya melalui Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi pada 

tahun 2021 serta berhasil memperkokoh predikatnya dengan mendapatkan pengakuan dan 

sertifikasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi. 

Keberhasilan pencapaian kinerja Bea Cukai Bandar Lampung tidak lepas dari kerja sama seluruh 

jajaran dalam mencapai tujuan pelaksanaan visi dan misi DJBC.  
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Guna mendukung program reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, Bea Cukai Bandar 

Lampung memiliki visi dan misi yang sejalan, meliputi: 

Visi Bea Cukai Bandar Lampung yaitu: 

“Menjadi Kantor Madya Pabean B yang Modern dengan Pengawasan dan Pelayanan Terbaik 

dalam Kinerja dan Citra” 

Misi Bea Cukai Bandar Lampung yaitu: 

1. Memberikan Pelayanan yang Cepat, Tepat, dan Akurat, 

2. Melakukan Pengawasan yang Efektif dan Efisien, 

3. Mengutamakan Kualitas Kinerja, 

4. Meningkatkan Citra Institusi. 

Dalam implementasinya, Bea Cukai Bandar Lampung selama tahun 2021 berhasil melaksanakan 

beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut yaitu penilaian 

kepatuhan penerima kawasan berikat, penagihan piutang kepabeanan dan cukai, memenuhi 

realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai, melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada 

pengguna jasa dan masyarakat di provinsi Lampung. 

Upaya-upaya tersebut menghasilkan umpan balik yang sangat baik. Menurut hasil survei 

kepuasan pengguna jasa, Bea Cukai Bandar Lampung pada tahun 2021 berhasil memperoleh nilai 

4,80 dari 5. 

Dilingkungan internal, Bea Cukai Bandar Lampung juga melaksanakan dialog kinerja organisasi, 

penilaian efektivitas kepatuhan internal, penilaian efektivitas manajemen risiko, penataan arsip, 

dan peningkatan kualitas penggunaan anggaran. 

Bagi jajarannya, Bea Cukai Bandar Lampung telah melaksanakan program pembinaan 

keterampilan pegawai. Kegiatan ini merupakan penyampaian pengetahuan teknis kepabeanan 

dan/atau cukai dari para pegawai yang berpengalaman kepada pegawai lainnya. 
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A. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 
 

Kode 
SS/IKU 

SS dan IKU 
Target 

Y 

1 Insentif fiskal yang tepat sasaran 

1a-CP Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat 83% 

2 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 

2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai 100% 

3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif 

3a-CP 
Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan 
cukai 

76.5% 

4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi 

4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa 
4.31 

(skala 5) 

5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai 

5a-CP Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat 81% 

5b-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan 94% 

6 Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien 

6a-N Persentase kualitas perencanaan satuan kerja 70% 

7 Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai 

7a-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai 100% 

7b-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi 
84 

(skala 100) 

8 Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif 

8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai 73% 

8b-CP Persentase efektivitas patroli laut 71.5% 

9 Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah 

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional 82% 
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Kode 
SS/IKU 

SS dan IKU 
Target 

Y 

9b-N 
Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan 
kepatuhan internal 

90.25% 

10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi 

10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai 75% 

10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi 86% 

10c-N 
Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian 
Keuangan 

80 

(skala 100) 

11 Sistem informasi yang andal dan terintegrasi 

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK 70% 

12 Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel 

12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95.5% 

 

B. Kendala dan Strategi dalam Pencapaian Sasaran di Tahun 2021 

 

Berbagai kendala juga kami hadapi dalam mencapai kinerja, sebagai berikut: 

1. Pandemi Covid-19 

Covid-19 menjadi momok bagi semua bangsa di dunia. Kekhawatiran akan penyakit ini 

membuat menurunnya kegiatan perekonomian yang berdampak pada lesunya kegiatan 

perdagangan pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Pada Tahun 2021 

merupakan masa pembalik dimana perekonomian mulai bertumbuh menuju lebih baik; 

 

2. Wilayah pengawasan yang luas meliputi seluruh Provinsi Lampung 

Wilayah pengawasan dan pelayanan yang cukup luas yaitu seluruh wilayah Provinsi 

Lampung dengan luas wilayah 35.376 km2 menjadi tantangan tersendiri bagi kami dalam 

mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar tercapainya pelayanan 

dan pengawasan yang prima, efisien dan efektif. 

 

3. Resistensi dalam Penegahan 

Adanya sikap resistensi baik dari masyarakat maupun Tempat Penjualan Eceran (TPE) saat 

penegahan produk hasil tembakau membuat proses penegahan dan penegakan hukum 

menjadi terhambat. 

  

 

 



xi 
 

Kantor Pengawasan dan Pelayanan TIpe Madya Pabean B 
Bandar Lampung 

Kilas Kinerja 
 

 

 

  

Relisasi Penerimaan 

Jumlah Dokumen 

- Ekspor : 19.375 dokumen 

- Impor : 2.287 dokumen 
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Latar Belakang 
 

  Bea Cukai Bandar Lampung menerapkan 

pengelolaan kinerja berbasis Balanced 

Scorecard (BSC). Sasaran strategis DJBC 

yang diejawantahkan dengan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) diturunkan kepada Bea 

Cukai Bandar Lampung, kemudian 

ditetapkan dalam Kontrak Kinerja. 

Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi 

atas penggunaan anggaran disampaikan 

dalam bentuk Laporan Kinerja. 

Keberhasilan kinerja diukur berdasarkan 

capaian IKU dalam Kontrak Kinerja. Dalam 

penyusunannya, Laporan Kinerja memuat 

pengukuran kinerja, evaluasi, dan 

disclosure (pengungkapan) hasil 

analisisnya berupa keberhasilan dan 

kendala yang dihadapi secara memadai 

untuk perbaikan yang berkesinambungan. 

Laporan Kinerja 2021 merupakan laporan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi Bea Cukai Bandar 

Lampung dalam pencapaian Sasaran 

Strategis Tahun Anggaran 2021. Laporan 

Kinerja memaparkan realisasi capaian IKU 

Kemenkeu-Three Tahun 2021 

sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Bea 

Cukai Bandar Lampung dengan Kepala 

Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat 

pada Tahun Anggaran 2021. 

Laporan Kinerja ini disajikan secara 

sistematis guna memberikan pandangan 

jelas, obyektif dan dapat dipertanggung-

jawabkan kepada pimpinan dan para 

pemangku kepentingan tentang kinerja Bea 

Cukai Bandar Lampung selama Tahun 

Anggaran 2021. 

 

Setiap institusi negara dituntut untuk kredibel, 

memiliki semangat reformasi, dan transparansi 

kepada para pemangku kepentingan dan 

publik. Instansi pemerintah wajib melaporkan 

dan mengkaji pelaksanaan tugas dan fungsi 

sesuai wewenang yang diberikan oleh 

Undang-Undang secara jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Kewajiban ini 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan 

Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan 

Reviu atas Laporan  Kinerja. 

Penguatan Reformasi Birokrasi berdasarkan 

KMK-399/KMK.04/2021 tentang Reformasi 

Kepabeanan dan Cukai. Program Reformasi 

Kepabeanan dan Cukai (PRKC) berkelanjutan 

dengan mengangkat tema perkuat integritas 

dan perbaikan proses bisnis Bea dan Cukai. 

PRKC merupakan suatu usaha perubahan 

yang mendasar dalam keseluruhan sistem 

kepabeanan dan cukai yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas organisasi dalam 

menjawab harapan masyarakat serta 

mendukung pembangunan nasional.  

Kementerian Keuangan menerapkan program 

reformasi birokrasi sejak tahun 2007 melalui 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi 

Departemen Keuangan. Sebagai salah satu 

unit vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

(DJBC) di lingkungan Kementerian Keuangan,  
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A. Tugas dan Struktur Organisasi 
 

 

 

 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DJBC 

Tugas Menyelenggarakan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengawasan, penegakan hukum, 
pelayanan dan optimalisasi 
penerimaan negara di bidang 
kepabeanan dan cukai sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, 
pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas 
di bidang kepabeanan dan cukai dalam 
wilayah kerja Kantor Wilayah yang 
bersangkutan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Seksi Tugas 

Subbagian 
Umum 

Melakukan urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, 
kerumahtanggaan, pengelolaan Barang Milik Negara dan pengelolaan kearsipan, 
pengoperasian komputer dan sarana penunJang, pengelolaan dan penyimpanan 
data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data 
elektronik, pengolahan, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai. 

Penindakan dan 
Penyidikan 

Melakukan kegiatan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan 
pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, 
penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan penatausahaan 
dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, serta pengelolaan 
dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api. 

Perbendaharaan 
Melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, 
dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh 
DJBC, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan 
pemberitahuan pengangkutan barang 

Pelayanan 
Kepabeanan 
dan Cukai 

melakukan pelayanan teknis, perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan 
cukai, penenmaan, verifikasi kelengkapan, penyimpanan, pemeliharaan, dan 
pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai. 

Kepala Kantor Bea 
Cukai Bandar Lampung

Kepala Kantor Wilayah 
DJBC Sumatera 

Bagian Barat

Direktur Jenderal Bea 
dan Cukai

Menteri Keuangan

Menteri
Unit 

Eselon I
Unit 

Eselon II
Unit 

Eselon III



 5 
  
 
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan TIpe Madya Pabean B 

Bandar Lampung 

Penyuluhan dan 
Layanan 
Informasi 

Melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi, serta 
penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan 
dan cukai. 

Kepatuhan 
Internal 

Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin, pembinaan mental pegawai, pengawasan terhadap 
pelaksanaan tugas dan investigasi internal, pemantauan pengendalian intern dan 
pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional, 
pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, analisis beban kerja, penyusunan 
rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan 
proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 

Pengolahan 
Data dan 
Administrasi 
Dokumen 

Melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan 
penyimpanan data dan berkas, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, 
pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, 
verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, 
serta penyaJian data kepabeanan dan cukai. 
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Struktur Organisasi 
 

Seiring perkembangan dan kebutuhan, Struktur Organisasi Bea Cukai Bandar Lampung telah 

mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir struktur organisasi diatur berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.01/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 

183/PMK.01/2020. 

  Kepala Kantor 

Esti Wiyandari 

Pengolahan 

Data dan 

Administrasi 

Dokumen 

Mukmin Setyo 

Sudarmo 

Umum 

Adi Noviansyah 

Kepatuhan 

Internal 

- 

Penyuluhan 

dan 

Layanan 

Informasi 

Herianto 

- Tampilan struktur organisasi disesuaikan dengan desain. 

- Sumber data: Subbagian Umum, pada 31 Desember 2021. 

Penindakan 

dan 

Penyidikan 

Fobby 

Trisunarso 

 

Perbendaharaan 

Sri Karyono 

Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 

I. Agus Yudianto 
II. Khanan 

III. Alexander Pongki Hasto Broto 
IV. Budhi Irawan 
V. Iwan Lesmana 
VI. Tri Condro Jaluningtyas 

Pejabat Fungsional 

1. Dimyati 
2. Fitrian Ismed 
3. Fendy Alza 
4. Fajar Romadhona 
5. Subriady 
6. Suyatno 
7. Yanuar Ansari 
8. Nasrulloh 
9. Kariyani 
10. Achmad Roni 
11. Sumantri 
12. Angga Adi Putra Perdhana 
13. Handika Jati Pratama 
14. Suharno 
15. Sahrun 
16. Haqqul Yaqin Syaifuddin 
17. Nizar Utama  
18. Muhammad Galih Permadi 
19. Fatkhur Rahman 
20. Ali Nawawi 
21. Muhammad Khoiril Anwar 
22. Yayat Ruhiyat 
23. Ari Bintoro 
24. Jun Sui Siahaan  
25. Candera Sutanto 
26. R. Mochamad Farchan Adha 
27. Ferdiansyah Fauzi 
28. Rizki Agung Pamuji 
29. Muhamad Adriansyah 
30. M. Rizky Putra Yogama 
31. Rama Saputra 
32. Abu Hanifa Al Ubaydah Keterangan: 

 Kepala Kantor (Eselon III) 

Kepala Seksi / Subbagian (Eselon IV) 

Pejabat Fungsional 
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Lokasi Kantor 

Kantor utama kami berada di Bandar Lampung. Kami juga memiliki 

kantor bantu dan pos pengawasan yang tersebar di 9 lokasi 

lainnya dalam wilayah Provinsi Lampung. 

 

   

Kantor Utama 

Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung 

 

Kantor Bantu 

1Kota Agung, Tanggamus 

2Radin Inten II (Pelabuhan Udara), Lampung Selatan 

 

Pos Pengawasan 

1Bakauheni (Pelabuhan Laut), Lampung Selatan 

2Seputih Mataram, Lampung Tengah 

3Panjang (Pelabuhan Laut), Bandar Lampung 

4Labuhan Maringgai (Pelabuhan Laut), Lampung Timur 

5Krui (Pelabuhan Laut), Lampung Barat 

6Kalianda (Pelabuhan Laut), Lampung Selatan 

 

 



8   
  
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan TIpe Madya Pabean B 

Bandar Lampung 

 

B. Peran Strategis Organisasi 
 

  
Bea dan Cukai Bandar Lampung, memiliki peran strategis dalam menjalankan visi dan misi DJBC di 

wilayah Provinsi Lampung.  

Upaya peningkatan dan pengembangan ekonomi nasional terkait perdagangan global dengan 

mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang 

yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah 

pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.  

Peran strategis ini menjadi manifestasi ke dalam penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan di 

bidang kepabeanan terhadap arus barang impor, ekspor, dan barang kena cukai. 

Peran memfasilitasi perdagangan dan industri  

Bea dan Cukai Bandar Lampung menjalankan peran pemberian fasilitas dengan memperkuat layanan 

perizinan yang cepat, pemantauan arus barang yang efektif dan efisien di wilayah pengawasannya 

seperti Tempat Penimbunan Sementara dan Tempat Penimbunan Berikat.  

Latar belakang pemberian fasilitas ini yaitu tingginya permintaan pasar dan percepatan layanan. 

Permintaan pasar luar negeri atas pengolahan hasil alam Lampung cukup tinggi, seperti kelapa sawit, 

kopi, cokelat, kayu, dan batu bara. Percepatan penyelesaian pabean dalam rangka memperlancar 

arus barang merupakan dukungan DJBC terhadap Sistem Logistik Nasional (Silognas).  

Bea dan Cukai Bandar Lampung berupaya menerapkan Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang meliputi beberapa program, yaitu simplifikasi 

proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi untuk 

menghilangkan repitisi dan duplikasi, kolaborasi system-sistem layanan logistik baik internasional 

maupun domestik antarpelaku kegiatan logistik di sector pemerintah dan swasta, kemudahan 

transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitas pembayaran antarpelaku usaha terkait proses 

logistik dan terakhir penataan system dan tata ruang kepelabuhan, serta jalur distribusi. 

Percepatan ini didukung oleh program PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC yang akan 

menjadikan Pelabuhan Panjang sebagai Digital Port. DJBC melalui Bea dan Cukai Bandar Lampung 

berkoordinasi pada seluruh instansi terkait untuk mendukung layanan kepabeanan yang telah 

berbasis aplikasi (TPS Online), sehingga diharapkan dapat menekan biaya logistik pelabuhan hingga 

20 persen.  

Peran melindungi masyarakat Indonesia 

Bea dan Cukai Bandar Lampung berperan melindungi masyarakat di wilayah Provinsi Lampung dari 

barang-barang ilegal. Dari sisi ekonomi, Bea dan Cukai melindungi produk-produk dalam negeri dari 

persaingan ilegal peredaran barang luar negeri dalam daerah pabean. 

Sistem pengawasan telah dibangun melalui pemberitahuan pabean dengan dilampiri dokumen-

dokumen yang sah dari instansi pemerintah terkait. Tujuan sistem ini untuk mencegah tindakan 

penyelundupan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. 

Terkait dengan peredaran Barang Kena Cukai, pengawasan dilakukan terhadap produksi barang kena 

cukai ilegal dan jalur distribusinya. Letak Provinsi Lampung sangat strategis karena berada di jalur 

keluar masuk pulau Sumatera dengan pulau Jawa, yang dikenal sebagai sentra produksi hasil 

tembakau terbesar Indonesia. Strategi pengawasan difokuskan pada jalur distribusi dan penjualan 

rokok ilegal di provinsi Lampung, guna mencegah berbagai modus pelaku. 

Peran Bea dan Cukai dalam perlindungan ini memberi dampak perlindungan strategis bagi 

masyarakat, sekaligus peningkatan kepatuhan pengguna jasa terhadap Undang-Undang Kepabeanan 

dan Cukai. 
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Peran optimalisasi penerimaan negara  

Bea dan Cukai Bandar Lampung memungut penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, terdiri dari 

Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor.  

Melalui peran penerimaan ini, Bea dan Cukai berkontribusi pada pembiayaan pembangunan nasional. 

Penggunaan teknologi informasi dalam layanan kepabeanan dan cukai juga berkontribusi signifikan 

pada optimalisasi penerimaan negara di provinsi Lampung, dan mendukung permintaan masyarakat 

menjadikan Bea dan Cukai yang kredibel. 
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C. Sumber Daya Organisasi 
 

 

 

 

125 Orang
(87%)

18 Orang
(13%)

Jumlah Pegawai KPPBC TMP B Bandar 
Lampung

Laki-Laki

Perempuan

Pada tanggal 31 Desember 2021, kekuatan personil Bea Cukai Bandar 

Lampung sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) pegawai. Kekuatan 

didominasi oleh gen milenial, khususnya golongan II. Jumlah pegawai laki-

laki mencapai 87% lebih dari seluruh pegawai. Hampir setengah populasi 

berada di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dikarenakan 

penempatannya tersebar di Tempat Penimbunan Berikat dan Pos Lalu 

Bea. 
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0 20 40 60 80 100

Gol II

Gol III

Gol IV

Pangkat dan Golongan Pegawai

Laki-Laki Perempuan

0 10 20 30 40 50

SMP

SMA

DIPLOMA I

DIPLOMA III

SARJANA / DIPLOMA IV

MAGISTER

1

35

42

39

6

1

1

12

4

1

Jenjang Pendidikan Pegawai

Laki-Laki Perempuan



12   
  
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan TIpe Madya Pabean B 

Bandar Lampung 

 

D. Sistematika Pelaporan  

Laporan Kinerja Bea Cukai Bandar Lampung tahun 2021 dibuat sebagai laporan kepada 

seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk tahun anggaran 2021 

yang berakhir pada 31 Desember 2021. Laporan ini memuat tinjauan sasaran strategis dan 

pencapaian Bea Cukai Bandar Lampung. Selain itu, laporan ini juga merangkum kegiatan-

kegiatan selama tahun 2021. 

Laporan ini disiapkan untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan 

Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) nomor ND-758/BC.11/2021tanggal 27 

Desember 2021 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan Unit Eselon III Tahun 

2021 di Lingkungan DJBC. Laporan ini dibagi ke dalam 5 (lima) bagian: 

 

 

Bab 1: 

Pendahuluan 
 

Bab ini memuat latar 

belakang pembuatan 

Laporan Kinerja 2021, 

tinjauan umum Bea Cukai 

Bandar Lampung yang 

meliputi struktur 

organisasi dan sumber 

daya. Bab ini juga 

menjelaskan peran 

strategis organisasi dan 

potensi ekonomi Provinsi 

Lampung.  

Bab 2: 

Perencanaan 

Kinerja 
 

Bab ini menguraikan 

tinjauan sasaran strategis 

dan indikator kinerja 

utama Kemenkeu-Three 

yang menjadi target Bea 

Cukai Bandar Lampung 

untuk direalisasikan pada 

tahun anggaran 2021. 

 

Bab 3: 

Akuntabilitas 

Kinerja 
 

Bab ini melaporkan 

capaian kinerja atas 

target yang ditetapkan 

dalam Indikator Kinerja 

Utama Kemenkeu-Three. 

Penjelasan dan analisis 

pencapaian serta hal-hal 

yang berkontribusi atas 

capaian dirangkum dalam 

bab ini beserta capaian 

kerja lainnya. 

 

Bab 4: 

Penutup 
 

Bab ini memuat simpulan 

umum atas capaian 

kinerja organisasi. 

Lampiran 
 

Bab ini memuat 

keterangan tambahan, 

seperti berkas Peta 

Strategis, Kontrak Kinerja, 

Manual IKU Kemenkeu-

Three Bea Cukai Bandar 

Lampung tahun anggaran 

2021.  
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Bab 2 Perencanaan Kinerja 

 
 

   

Rencana Strategis 15 

Penetapan Perjanjian Kerja 18 
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A. Rencana Strategis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DJBC adalah salah satu institusi yang 

memegang peranan penting dalam menjaga  

hak-hak keuangan negara dengan fungsi 

yang kompleks dan terus berkembang 

sejalan dengan semakin tingginya aktivitas 

perdagangan internasional dan tuntutan 

untuk memenuhi kepentingan nasional. 

Volume perdagangan yang tinggi dalam era 

perdagangan bebas membuka peluang bagi 

industri dalam negeri untuk mampu bersaing 

di tingkat internasional sekaligus 

meningkatkan tantangan dan persaingan 

bagi industri dalam negeri untuk memenuhi 

kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, 

semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam 

negeri khususnya barang mentah atau 

bahan produksi diharapkan dapat 

mendorong industri nasional untuk semakin 

kreatif dan berkembang.  

 

Dalam konteks perdagangan dan daya saing 

global, peran DJBC sangat besar, khususnya 

terkait dengan fasilitasi perdagangan dan 

pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara 

serta perlindungan kepada lingkungan hidup, 

masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. 

Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas 

negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi 

kepentingan nasional terutama terkait dengan 

barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi 

keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan 

Indonesia yang maju juga membutuhkan peran 

DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari 

kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, 

DJBC juga harus mampu berperan untuk 

melindungi lingkungan dan masyarakat dari 

ancaman barang-barang tertentu melalui 

instrumen cukai yang juga dapat memberikan 

kontribusi dalam penerimaan negara guna 

menopang belanja pemerintah. 
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Visi dan Misi 
 

  Memperhatikan dinamika lingkungan, Visi dan 

Misi DJBC disempurnakan sehingga mampu 

mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC, 

mengurangi keambiguan prioritas antar 

mandat, dan menanamkan kebanggaan 

dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia 

DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas 

akan memastikan DJBC memprioritaskan 

inisiatif transformasi yang selaras dengan 

aspirasi jangka panjang DJBC dan 

Kementerian Keuangan untuk berkontribusi 

dalam pembangunan nasional. Visi, Misi 

DJBC yang telah disempurnakan tersebut 

telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-

105/BC/2014 tanggal 29 Agustus 2014 

tentang Visi, Misi, dan Fungsi Utama 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. DJBC 

memiliki Visi:  

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai 

yang terkemuka di dunia”  

Dalam rangka mendukung visi dari 

Kementerian Keuangan, yaitu: 

“Menjadi Pengelola Keuangan Negara 

untuk Mewujudkan Perekonomian 

Indonesia yang Produktif, Kompetitif, 

Inklusif, dan Berkeadilan.” 

Misi menyajikan langkah spesifik pencapaian 

visi dan tujuan transformasi DJBC. Peran 

DJBC secara umum berkaitan dengan 

perdagangan, keamanan dan penerimaan 

yang menjadi satu kesatuan.Pernyataan Misi 

DJBC yang telah disempurnakan adalah 

sebagai berikut :  

a. Kami memfasilitasi Perdagangan dan 

Industri;  

b. Kami melindungi perbatasan dan 

masyarakat Indonesia dari 

penyelundupan dan perdagangan 

ilegal;  

c. Kami optimalkan penerimaan negara 

di sektor kepabeanan dan cukai. 

Bea Cukai Bandar Lampung memahami 

perlunya peningkatan kinerja dan citra dalam 

tugas dan fungsi. Hal ini tertuang dalam visi 

Bea Cukai Bandar Lampung: 

 

“Menjadi Kantor Madya Pabean B yang 

Modern dengan Pengawasan dan Pelayanan 

Terbaik dalam Kinerja dan Citra” 

Penjelasan visi tersebut adalah: 

1. Menjadi yang terbaik, suatu kondisi yang 

menempatkan Bea Cukai Bandar Lampung 

sebagai yang terdepan dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi DJBC, khususnya di 

wilayah Sumatera Bagian Barat. 

2. Kinerja, suatu pelaksanaan kegiatan, 

program, dan kebijakan yang ditetapkan 

untuk kemudian diukur pencapaiannya. 

3. Citra, suatu kesan yang timbul bagi para 

pemangku kepentingan atas kinerja Bea 

Cukai Bandar Lampung, sebagai instansi 

vertikal DJBC di wilayah provinsi Lampung. 

Melalui visi ini diharapkan Bea dan Cukai 

Bandar Lampung mampu menjadi yang terbaik 

di Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat 

maupun DJBC secara umum. 

Makna visi tersebut yaitu tertanam pandangan 

luas ke depan dan cita-cita untuk menempatkan 

Bea Cukai Bandar Lampung menjadi salah satu 

yang terbaik dalam menjalankan tugas dan 

fungsi serta menimbulkan citra baik dari para 

pemangku kepentingan. 

Bea Cukai Bandar Lampung sebagai unsur 

pelaksana teknis di instansi vertikal DJBC, telah 

memiliki misi. 

Misi Bea Cukai Bandar Lampung yaitu: 

5. Memberikan Pelayanan yang Cepat, 

Tepat, dan Akurat, 

6. Melakukan Pengawasan yang Efektif dan 

Efisien, 

7. Mengutamakan Kualitas Kinerja, 

8. Meningkatkan Citra Institusi. 

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat 

terealisasi secara optimal, telah dibentuk motto 

penyemangat yaitu: 

“Santun melayani, Siaga mengawasi, Siap 

mengabdi”. 
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Penetapan Tujuan dan Sasaran 
 

  Sesuai Rencana Strategis Kementerian 

Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai bertanggung jawab pada 

pencapaian empat tujuan Kementerian 

Keuangan yaitu:   

1. Pengelolaan fiskal dan sektor 

keuangan yang sehat dan 

berkelanjutan; 

2. Perlindungan masyarakat dan 

dukungan terhadap perekonomian 

yang efektif dan kontributif; 

3. Penerimaan negara yang optimal; 

dan 

4. Birokrasi dan layanan publik yang 

agile, efektif, dan efisien. 

Dalam rangka mendukung tercapainya 

tujuan, DJBC menetapkan sasaran 

strategis yang mencerminkan tujuan 

Kementerian Keuangan dan fungsi 

utama DJBC dalam satu kesatuan yang 

utuh dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan dan kinerja 

Organisasi. Dengan demikian DJBC 

menetapkan beberapa sasaran 

strategis, diantaranya sebagai berikut: 

1. Sasaran strategis dalam rangka 

mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal 

yang Sehat dan Berkelanjutan adalah 

kebijakan fiskal yang ekspansif 

konsolidatif.  

2. Sasaran strategis dalam rangka 

mencapai tujuan Perlindungan 

Masyarakat dan Dukungan Terhadap 

Perekonomian yang Efektif dan 

Kontributif adalah perlindungan dan 

dukungan terhadap ekonomi dan 

masyarakat yang optimal. 

 

3. Sasaran strategis dalam rangka 

mencapai tujuan Penerimaan Negara 

yang Optimal adalah penerimaan 

negara dari sektor kepabeanan dan 

cukai yang optimal. 

4. Sasaran strategis dalam rangka 

mencapai tujuan Birokrasi dan 

Layanan Publik yang Agile, Efektif, 

dan Efisien adalah: 

a. Organisasi dan SDM yang 

optimal, 

b. Sistem informasi yang andal dan 

terintegrasi, dan 

c. Pengendalian dan pengawasan 

internal yang bernilai tambah 

 



 17 
  
 
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan TIpe Madya Pabean B 

Bandar Lampung 

B. Penetapan Perjanjian Kerja 

 

Berdasarkan sasaran strategis, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat 

menetapkan peta strategi dan kinerja organisasi kepada Kepala Kantor. 

 

Peta Strategi 2021 
 

Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat menetapkan peta strategi Kepala 

Kantor Bea Cukai Bandar Lampung tahun 2021. Peta strategi berisi 12 (Dua Belas) 

sasaran strategis. 
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Kontrak Kinerja 2021 
 

Dalam 12 (dua belas) sasaran strategis, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian 

Barat menetapkan 18 (delapan belas) indikator kinerja utama. 

Kode 
SS/IKU 

SS dan IKU 
Target 

Y 

1 Insentif fiskal yang tepat sasaran 

1a-CP Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat 83% 

2 Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal 

2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai 100% 

3 Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif 

3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai 76.5% 

4 Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi 

4a-N Indeks kepuasan pengguna jasa 4.31 

(skala 5) 

5 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai 

5a-CP Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat 81% 

5b-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan 94% 

6 Perencanaan dan Analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien 

6a-N Persentase kualitas perencanaan satuan kerja 70% 

7 Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai 

7a-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai 100% 

7b-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi 84 

(skala 100) 

8 Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif 

8a-CP Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai 73% 

8b-CP Persentase efektivitas patroli laut 71.5% 

9 Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah 

9a-CP Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional 82% 
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Kode 
SS/IKU 

SS dan IKU 
Target 

Y 

9b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan 
internal 

90.25% 

10 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi 

10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai 75% 

10b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi 86% 

10c-N Tingkat efektivitas Focus Group Discussion kebijakan Kementerian Keuangan 80 

(skala 100) 

11 Sistem informasi yang andal dan terintegrasi 

11a-N Persentase pengelolaan layanan TIK 70% 

12 Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel 

12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95.5% 

 

 

Program Kegiatan dan Rencana Aksi 
 

 

  

 

Satker : (411161) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC BANDAR LAMPUNG 

CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara Rp.   2.240.407.000,00 

CC.4787 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi Rp.   1.628.680.000,00 

CC.4789 Pengawasan dan Penegakan Hukum Rp.      611.727.000,00 

WA Program Dukungan Manajemen Rp. 10.390.302.000,00 

WA.4695 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp.   4.548.001.000,00 

WA.4697 Pengelolaan Organisasi dan SDM Rp.   5.842.301.000,00 

  

Program kegiatan dan rencana aksi Bea Cukai Bandar Lampung tahun 2021 telah 

ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Strategis Kanwi Sumbagbar 2020-2024 dan 

didukung dengan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA) tahun 2021.  
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ORGANISASIONAL 
Petugas Bea Cukai memiliki proses bisnis sebagai acuan 

terciptanya setiap pengawasan yang efektif dan 

pelayanan yang efisien. Kegiatan dipantau dan dilaporkan 

kepada para pemangku kepentingan. Juga, pengguna 

jasa dapat memberikan masukan. 
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Bab 3 Akuntabilitas Kinerja 

 
  

Capaian Kinerja Organisasi 23 

Narasi dan Evaluasi Analisis IKU Tahun 2021 24 

Realisasi Anggaran 51 

Capaian Kinerja Lainnya 54 
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A. Capaian Kinerja Organisasisi 
  

Bea Cukai Bandar Lampung telah 

melaksanakan seluruh Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tahun 2021. IKU 

ditetapkan berdasarkan Kontrak Kinerja 

oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC 

Sumatera Bagian Barat. 

Secara periodik, kinerja ini diukur untuk 

mengetahui keberhasilan pencapaian 

target dan kendala pelaksanaan 

kegiatan. Setiap realisasi capaian IKU 

dibandingkan dengan target dan 

laporan capaian disampaikan dalam 

Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan, 

baik di lingkungan internal Bea Cukai 

Bandar Lampung maupun bersama 

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian 

Barat. 

 

 

 

Secara umum target IKU Bea Cukai 

Bandar Lampung Tahun 2021 

sebagaimana tertuang dalam 

dokumen Kontrak Kinerja tercapai 

dengan sangat baik yaitu 18 IKU 

berstatus “hijau” (realisasi minimal 

100% dari target yang ditetapkan). 

100%

Capaian Kinerja KPPBC TMP B 
Bandar Lampung

Tercapai
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B. Narasi Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2021 

 

1a-CP Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kepabeanan   
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 50% 60% 70% 83% 83% 

Realisasi 84,29% 100,81% 104,50% 109,56% 109,56% 

Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jumlah tertentu secara teratur. 

Kesehatan regulatif dinilai dari 

pemenuhan perusahaan Kawasan Berikat 

terhadap ketentuan yang berlaku.  

Perusahaan yang sehat secara regulatif 

adalah perusahaan yang tidak pernah 

mendapatkan SPTNP dan tidak pernah 

dibekukan selama periode penilaian yaitu 

setiap triwulan. Ruang Lingkup 

Pengusaha Kawasan Berikat yaitu 

Pengusaha Kawasan Berikat di bawah 

pengawasan Bea Cukai Bandar Lampung 

sebagai berikut: 

1. PT. Great Giant Pineapple 

2. PT. Great Giant Pineapple II 

3. PT. Bromelain Enzyme 

4. PT. Phillips Seafoods Indonesia 

5. PT. Natura Perisa Aroma 

6. PT. Fermentech Indonesia 

7. PT. Aman Jaya Perdana 

8. PT. Sinar Jaya Inti Mulya 

9. PT. Domus Jaya 

10. PT. LDC Indonesia 

11. PT. Golden Sari 

12. PT. Bumi Menara Internusa 

13. PT. Sumber IndahPerkasa 

14. PT. Putrabali Adyamulya 

15. PT. Sucden coffee Indonesia  

 

 

 

Fasilitas yang diberikan kepada Kawasan 

Berikat adalah diberikan penangguhan 

Bea Masuk, diberikan pembebasan cukai, 

tidak dipungut Pajak Dalam Rangka 

Impor (PDRI), dan/atau tidak dipungut 

PPN atau PPN dan PPnBM yang 

tujuannya adalah dalam rangka 

meningkatkan investasi dan ekspor serta 

pengembangan industri nasional. 

Untuk tahun 2021, pemberian fasilitas 

Kawasan Berikat dikatakan berhasil 

apabila setiap perusahaan yang 

mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat 

kondisinya sehat, baik secara finansial 

maupun secara regulatif, dengan 

sehatnya perusahaan Kawasan Berikat 

diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas 

Kawasan Berikat dapat terwujud 

sebagaimana mestinya. 

Kesehatan finansial diukur dengan 

menggunakan komponen sederhana yaitu 

pegawai tetap. Pegawai tetap dimaksud 

adalah adalah pegawai yang melakukan 

kegiatan pokok perusahaan termasuk 

pegawai yang bekerja berdasarkan 

kontrak untuk suatu jangka waktu 

tertentu, pihak manajemen, anggota 

dewan komisaris, dan anggota dewan 

pengawas yang secara teratur mengelola 

kegiatan perusahaan secara langsung 

sehingga memperoleh penghasilan dalam  
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2a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai 
 

2021 Jan Feb Maret April Juni Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des Year 

Target 8,42

% 

15,74

% 

23,92% 32,27

% 

37,95

% 

46,14

% 

54,25

% 

62,33

% 

70,78

% 

78,78

% 

88,59

% 

100% 100 

% 

Realisasi 25,77

% 

54,86

% 

104,55

% 

139,76

% 

189,36

% 

247,71

% 

289,16

% 

331,96

% 

374,26

% 

442,04

% 

468,62

% 

521,28

% 

521,28

% 

Indeks 120

% 

120

% 

120 

% 

120 

% 

120 

% 

120 

% 

289,16

% 

331,96

% 

374,26

% 

442,04

% 

468,62

% 

521,28

% 

521,28

% 

 

 

 
Jenis 

Penerimaan 

(jutaan rupiah) 

BEA MASUK BEA KELUAR CUKAI TOTAL 

Target APBN-P Rp 393.135.201.000          Rp 28.914.984.000  Rp 94.140.000  Rp 422.144.325.000  

Realisasi 2021 Rp  361.785.515.000       Rp 1.838.690.739.443         Rp 90.778.920            Rp 2.200.567.033.363 

Persentase 

Realisasi 
92.03% 6358.95% 96.43% 521.28% 

Persentase 

Realisasi 2020 
95,43% 432,64% 846,79% 108,33% 

Persentase 

Peningkatan 

Realisasi 

-3.40% 5926.31% -750.36% 412.95% 

 

Pada tahun 2021, berdasarkan persentase realisasi pencapaian target IKU ini penerimaan 

Bea Cukai Bandar Lampung mengalami surplus sebesar 412,95 persen dari target. 

 

Apabila dibandingkan realisasi penerimaan KPPBC TMP B Bandar Lampung selama 5 

tahun terakhir, realisasi penerimaan pada Bea Cukai Bandar Lampung menunjukkan tren 

peningkatan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan meningkatnya penerimaan Bea Keluar 

yang sangat tinggi. 

Penerimaan Bea Masuk 
 

Realisasi Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 1.838.690.739.443 atau 92,03 persen dari 

target penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 393.135.201.000. Jumlah penerimaan ini 

mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -3,40 persen. 
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Bea Masuk Bea Keluar Cukai

Hingga 31 Desember 2021, Bea Cukai Bandar Lampung berhasil menyumbang 

penerimaan negara sebesar Rp 2.200.567.033.363 atau sebesar 521,28 persen dari 

target APBNP Rp 422.144.325.000 dengan rincian: 
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Penerimaan Bea Masuk mengalami fluktuasi selama tahun 2021. Tren penurunan terjadi di 

bulan November sampai dengan Desember. Penurunan Bea Masuk ini diantaranya 

disebabkan untuk Impor Propana Butana sudah dialihkan ke Merak, Banten, dan juga sejak 

2020 bulan Juli IACEPA persetujuan BM sapi Australia BM menjadi 0%. Pandemi Covid-19 

tidak kalah berperan dalam menyebabkan perdagangan dunia terhambat. Penerimaan bea 

masuk tertinggi di tahun 2021 terjadi pada Bulan Maret yaitu sebesar Rp 73.108.897.000. 

Penerimaan Bea Keluar 

  
Realisasi Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp 1.838.690.739.443 atau 6358.95 persen dari 

target penerimaan Bea Keluar sebesar Rp 28.914.984.000. Terdapat peningkatan yang 

sangat tinggi terhadap penerimaan Bea Keluar pada tahun 2021. Peningkatan yang tinggi ini 

dikarenakan pembebanan tarif bea keluar untuk produk CPO dan turunannya masih tinggi 

dibanding dengan tahun sebelumnya sehingga realisasi penerimaan Bea Keluar jauh 

melampaui target yang telah ditetapkan. 

 

Penerimaan Bea Keluar terbesar pada tahun 2021 terdapat pada Bulan Oktober yaitu 

sebesar Rp. 293,406,902,000. 

 

Penerimaan Cukai 
 

Realisasi Penerimaan Cukai sebesar Rp 90.778.920 atau 96.43 persen dari target 

penerimaan Cukai sebesar Rp 94.140.000. Penerimaan cukai terdiri dari Cukai Hasil 

Tembakau, Denda Administrasi Cukai, dan Cukai lainnya. 
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Penerimaan Cukai terbesar pada tahun 2021 terdapat pada bulan Februari yaitu sebesar Rp. 

32,998,920. 
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3a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan 

dan cukai 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 25% 40% 60% 76,5% 76,5% 

Realisasi 64% 88,77% 82,96% 89,96% 89,96% 

Capaian 120% 120% 120% 117,59% 117,59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada IKU ini, terdiri atas 2 (dua) sub IKU 

yaitu: 

1. Persentase Hasil Penyidikan yang 

Telah Dinyatakan Lengkap Oleh 

Kejaksaan (P21) 

2. Persentase Keberhasilan Pengawasan 

Peredaran Barang Kena Cukai (BKC) 

Ilegal 

Status P-21 merupakan status di mana 

berkas perkara pidana yang dilakukan 

penyidik Bea Cukai Bandar Lampung 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan 

siap untuk dilimpahkan ke pengadilan 

untuk menjalani proses persidangan. 

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-

21 pada tahun 2021 adalah berkas 

perkara kasus pidana (SPDP) di bidang 

kepabeanan dan cukai yang telah 

dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. 

Sedangkan pengawasan peredaran 

Barang Kena Cukai (BKC) ilegal 

memantau peredaran hasil tembakau 

dengan skema operasi pasar (OP) dan 

melakukan sosialisasi BKC ilegal di 11 

Kabupaten di Provinsi Lampung. Skema 

ini untuk memantau Harga Jual Eceran 

dan Harga Transaksi Pasar, sekaligus 

sosialisasi dan / atau penindakan hasil 

tembakau ilegal. Periode kegiatan diukur 

selama tahun berjalan. 

 

 

 

 

Pada tahun 2021, Untuk Sub IKU P21 

telah dilaksanakan kegiatan berupa : 

1. Memenuhi petunjuk jaksa dengan 

melakukan pemeriksaan tambahan  

dan pemeriksaan saksi-saksi. 

2. Koordinasi dan komunikasi dengan 

APH (Kejaksaan dan TNI) 

3. 3 berkas penyidikan dinyatakan 

lengkap dan berstatus P-21       

                                                                                                                                                                                 

Untuk Sub IKU Peredaran BKC Ilegal 

telah dilaksanakan kegiatan berupa: 

1. Melaksanakan briefing dan koordinasi 

sebelum penindakan 

2. Mengajukan permohonan bantuan 

pengamanan ke Aparat TNI/Polri 
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Sosialisasi BKC 
 

Kegiatan Sosialisasi Poin Jumlah Poin 

1 Pemasangan Baliho, atau videotron 0 - 

2 Talkshow pada Radio/televisi. 1,5 1. Talkshow radio Rapemda 
Pringsewu FM 

3 Sosialisasi tatap muka secara langsung di 
tempat pelaksanaan operasi pasar (lingkungan 
luar kantor sekitar tempat pelaksanaan operasi 
pasar) pada saat/sebelum operasi pasar 
dilakukan, atau memuat artikel di koran (baik 
lokal maupun nasional) 

5 1. ST-216 
2. ST-217 
3. ST-218 
4. ST-219 
5. ST-294 

4 Sosialisasi tatap muka di lingkungan kantor, 
atau membagikan pamflet, leaflet, stiker, dsb di 
tempat pelaksanaan operasi pasar. 

0 - 

5 Sosialisasi lainnya dengan menggunakan 
sarana atau media seperti melalui Akun Media 
Sosial milik unit yang bersangkutan (Channel 
Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dll) 

4 8 postingan pada instagram 
@beacukailampung 

 

Tindak Lanjut Penindakan 
 

TINDAK LANJUT PENINDAKAN  BOBOT 

NILAI 

BUKTI 

PENDUKUNG 

JUMLAH 

1 Penyidikan dengan Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU) 

5,0 poin  Diterbitkan SPTP 

(TPPU) 

0 x 5 = 0 

2 Penyidikan Hanya Tindak Pidana 

Asal (TPA) 

1,5 poin Diterbitkan SPTP 4 x 1,5 = 6 

3 Sanksi Administrasi 1,3 poin Diterbitkan STCK-1 0 x 1,3 = 0 

4 Pembekuan NPPBKC Dan/ 

Pencabutan NPPBKC 

1,4 poin Diterbitkan KEP 

Kepala Satker 

0 x 1,4 = 0 

5 Rekomendasi Tidak Dilayani Pita 

Cukai 

1,2  poin Surat Rekomendasi/ 

Otomasi SAC-2 

0 x 1,2 = 0 

6 Rekomendasi Audit 1 poin Surat Rekomendasi 

Audit 

0 x 1 = 0 

7 Penetapan BMN 1 poin Diterbitkan KEP 

BMN Kepala Satker 

0 x1 = 0 

8 Penetapan BDN 0,5 poin Diterbitkan KEP 

BDN Kepala Satker 

12X 0,5 = 8 

9 Tidak Ditemukan Pelanggaran 0,1 poin Berita Acara 

Pengembalian 

Barang atau Sarana 

Pengangkut 

0 X 0,1 = 0 
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Selama kegiatan penindakan ini, didapati kendala modus dengan alternatif jalur distribusi 

BKC ilegal cukup banyak. Distribusi dilakukan melalui jalur-jalur baru di wilayah Provinsi 

Lampung termasuk menggunakan moda transportasi yang tidak biasanya dipakai. Hal ini 

ditambah dengan kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terkait rokok 

ilegal dan adanya resistensi dari TPE dan masyarakat dalam proses penegahan 

Atas kendala ini, Bea Cukai Bandar Lampung mengupayakan sinergi dengan APH dan 

Pemda, melakukan sosialisasi baik langsung atau tidak langsung kepada masyarakat, 

serta meningkatkan koordinasi dan operasi bersama Kanwil DJBC Sumatera Bagian 

Barat 
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4a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target N/A N/A N/A 4,31 4,31 

Realisasi N/A N/A N/A 4,80 4,80 

Capaian N/A N/A N/A 111,36% 111,36% 

 

 

  

Pelayanan publik merupakan sarana 

langsung pemerintah dengan masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan dapat disebut 

baik jika pelaksanaannya sesuai standar 

layanan atau pihak yang dilayani 

merasakan kepuasan atas layanan yang 

diselenggarakan. Kepuasan pengguna 

jasa atas pelayanan Bea Cukai Bandar 

Lampung diukur melalui Indeks Kepuasan 

Pengguna Layanan yang diperoleh 

melalui survei.  

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat 

kepuasan pengguna layanan terhadap 

layanan Bea Cukai Bandar Lampung. 

Tingkat kepuasan diukur secara 

menyeluruh berdasarkan layanan di 

bidang kepabeanan dan cukai yang 

diselenggarakan. Tingkat kepuasan 

pengguna jasa diperoleh berdasarkan 

penilaian objektif oleh pengguna jasa 

terhadap layanan yang diselenggarakan. 

Tahun 2021 seluruh pengukuran 

dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan 

Internal secara terpusat. Responden 

diberikan tautan melalui alamat email dan 

SMS yang terdaftar, untuk kemudian 

mengisi survei. 

Terdapat 4 (empat) variabel utama yang 

dinilai dalam survei. Indikator-indikator 

dari tiap variabel utama dijabarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

1. Sistem dan Prosedur Pelayanan: 

a. Kejelasan persyaratan 

administrasi 

b. Kejelasan prosedur pelayanan, 

c. Kemudahan prosedur pelayanan, 

d. Kejelasan biaya pelayanan, 

e. Kecepatan waktu pelayanan. 

2. Pegawai dan Petugas Pelayanan: 

a. Keramahan dan kesopanan 

pegawai, 

b. Kedisiplinan pegawai, 

c. Kecepatan petugas pelayanan, 

d. Keahlian dan pengetahuan 

pegawai, 

e. Keadilan petugas pelayanan, 

f. Integritas pegawai. 

3. Sarana dan Prasarana Kantor: 

a. Kenyamanan loket pelayanan, 

b. Kebersihan kantor, 

c. Kenyamanan ruang tunggu, 

d. Kenyamanan toilet, 

e. Kejelasan tata ruang, 

f. Ketersediaan sarana pendukung 

lainnya. 

4. Layanan Informasi: 

a. Ketersediaan layanan informasi, 

b. Kemudahan mendapatkan 

informasi, 

c. Kejelasan layanan informasi, 

d. Kemudahan menyampaikan 

pengaduan. 
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Pada 2021, Bea Cukai Bandar Lampung berhasil mendapat indeks 4,80 dari skala 5. 

Sementara target tahun 2021 sebesar 4,31 atau realisasi melebihi target dengan persentase 

sebesar 111,36 persen. 

  

Secara umum, variabel Sistem dan Prosedur Pelayanan serta Layanan Informasi mendapat 

nilai rata-rata tertinggi yaitu 4,81 dari skala 5. Sementara, variable Pegawai dan Petugas 

Pelayana serta Sarana dan Prasarana kantor mendapat nilai rata-rata terendah yaitu 4,80 

dari skala 5. 
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5a-CP Persentase kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 81% 81% 81% 81% 81% 

Realisasi 100% 100% 100% 98% 98% 

Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 

 

 

   

Pengukuran kepatuhan pengusaha 

Kawasan Berikat didasarkan pada : 

1. kepatuhan pemenuhan ketentuan 

mengenai IT Iventory, CCTV, dan 

ERNA (70%).  

2. Pemenuhan Kesesuaian Hasil 

Rekonsiliasi (15%) 

3. Pemenuhan akurasi IT Iventory (15%) 

Entitas yang diukur adalah pengusaha 

Kawasan Berikat, yaitu pengusaha yang 

mengelola Tempat Penimbunan Berikat 

(TPB) untuk menimbun barang impor 

dan/atau barang yang berasal dari tempat 

lain dalam daerah pabean guna diolah 

atau digabungkan, yang hasilnya 

terutama untuk diekspor sesuai Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 

131/PMK.04/2018 tentang Kawasan 

Berikat sebagaimana diubah terakhir 

dengan PMK No. 65/PMK.04/2021 

tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan tersebut. 

Pada tahun 2021, Sistem IT Inventory 

pada perusahaan kawasan berikat di 

KPPBC TMP B Bandar Lampung telah 

memenuhi kategori sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, sehingga atas 

kondisi tersebut perlu dilakukan 

monitoring secara berkelanjutan dan 

pemanfaatan sistem IT Inventory dalam 

rangka pengawasan secara optimal. 

Pemantauan Pemenuhan ketentuan IT 

Inventory, CCTV, dan ERNA pada 

Kawasan Berikat diukur dengan 

pelaksanaan uji pemenuhan setiap 

kriteria pada lembar checklist 

sebagaimana lampiran I huruf A dan B  

 

Ruang Lingkup Pengusaha Kawasan 

Berikat yaitu Pengusaha Kawasan Berikat 

di bawah pengawasan Bea Cukai Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

1. PT. Great Giant Pineapple 

2. PT. Great Giant Pineapple II 

3. PT. Bromelain Enzyme 

4. PT. Phillips Seafoods Indonesia 

5. PT. Natura Perisa Aroma 

6. PT. Fermentech Indonesia 

7. PT. Aman Jaya Perdana 

8. PT. Sinar Jaya Inti Mulya 

9. PT. Domus Jaya 

10. PT. LDC Indonesia 

11. PT. Golden Sari 

12. PT. Bumi Menara Internusa 

13. PT. Sumber IndahPerkasa 

14. PT. Putrabali Adyamulya 

15. PT. Sucden Coffee Indonesia  

Realisasi IKU persentase kepatuhan 

pengguna jasa kepabeanan dan cukai 

adalah sebesar 98 persen dari target 81 

persen. 
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5b-CP Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan 
 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target - 70% 70% 94% 94% 

Realisasi 75,09% 81,21% 77,80% 100% 100% 

Capaian 120% 116,01% 111,14% 106,38% 106,38% 

  

  Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan 

diukur untuk melihat kinerja penagihan 

piutang Bea Cukai Bandar Lampung. 

Jumlah piutang yang diselesaikan adalah 

akumulasi jumlah piutang yang berhasil 

diselesaikan kepada penerimaan negara. 

KPPBC TMP B Bandar Lampung aktif 

melakukan monitoring piutang melalui 

CEISA SAPP untuk pemantauan piutang 

terbit dan piutang yang dibayar untuk 

mencegah terjadinya piutang macet;   

Sesuai P-47/BC/2011, sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan PER-58/BC/2011, 

mutasi piutang (bertambah atau 

berkurang) terjadi jika terdapat:  

1. pembayaran/pelunasan, 

2. pengangsuran pembayaran tagihan 

utang cukai, 

3. pengalihan piutang pajak ke Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), 

4. penggunaan kompensasi cukai, 

5. penggunaan kompensasi PPN, 

6. keputusan Direktur Jenderal atas 

keberatan, 

7. pembatalan surat penetapan tagihan 

karena adanya persetujuan Direktur 

Jenderal untuk mengurangi dan 

menghapus tagihan dalam surat 

penetapan, 

8. pembatalan surat penetapan tagihan 

karena adanya persetujuan Direktur 

Jenderal untuk mengurangi atau 

menghapus sanksi administrasi 

berupa denda, 

9. penetapan pengadilan pajak untuk 

mengurangi atau menghapus tagihan 

dan/atau sanksi administrasi berupa 

denda.  

 

Setiap mutasi piutang harus didukung 

Dokumen Sumber Mutasi Piutang, yang 

terdiri atas:  

1. Surat Setoran Pabean, Cukai dan 

Pajak (SSPCP), 

2. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak 

Dalam Rangka Impor (SP3DRI), 

3. Penagihan Cukai/Denda Administrasi 

(STCK-1), 

4. Penyerahan Penagihan PPN (STCK-

3), 

5. Surat Penetapan Kelebihan 

Pembayaran Cukai (SPKPC), 

6. Tanda Bukti Perusakan Pita Cukai 

(CK-2), 

7. Tanda Bukti Penerimaan 

Pengembalian Pita Cukai (CK-3), 

8. Surat dari Direktorat Jenderal Pajak 

yang memberikan kompensasi PPN, 

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal 

atas keberatan, 

10. Surat Keputusan Direktur Jenderal 

atas penundaan pelunasan, 

11. Surat Keputusan Direktur Jenderal 

atas pengangsuran pembayaran 

tagihan utang cukai, 

12. Putusan Pengadilan Pajak, 

13. Surat Persetujuan Direktur Jenderal 

untuk membatalkan surat penetapan, 

14. Surat Teguran, 

15. Surat Peringatan, dan  

16. Surat Paksa.  
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Realisasi capaian dihitung berdasarkan persentase penyelesaian piutang lancar periode 

Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 

 

Jumlah piutang lancar Bea Cukai Bandar Lampung sebesar 12.065.823.920. Piutang lancar 

yang diselesaikan mencapai 100 persen. Pelunasan tersebut sudah sangat melampaui 

target pelunasan piutang KPPBC TMP B Bandar lampung yang senilai 94 persen. 

 

6a-N Persentase Kualitas Perencanaan Satuan Kerja 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target - 10% 35% 70% 70% 

Realisasi N/A 33,91% 39,05% 72,59% 72,59% 

Capaian N/A 120% 111,56% 103,69% 103,69% 

 

Perencanaan satuan kerja adalah perencanaan unit vertikal di lingkungan DJBC yang 

merupakan penjabaran secara berjenjang dari perencanaan DJBC Tahun 2020 

sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) Tahun 2020-2024 

yang bersumber dari Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020 s.d. 2024. 

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan satuan kerja di 

lingkungan DJBC. Kualitas perencanaan satuan kerja mengukur keselarasan antara 

program kerja Dalam Daftar Perencanaan Strategis 2020-2024, Dokumen Kinerja Tahun 

2021 dan Dokumen Penganggaran (RKA K/L) Tahun 2021 yang dituangkan dalam Matriks 

Penyelarasan Kerangka Kinerja  

KPPBC TMP B Bandar Lampung telah melaksanakan kegiatan atas IKU ini, meliputi : 

0.00%

100.00%

Belum Dilunasi

Dilunasi



 35 
  
 
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan TIpe Madya Pabean B 

Bandar Lampung 

1. Melaksanakan sasaran strategis yang diukur sesuai dengan renstra 

2. Membuat timeline pelaksanaan rencana kerja 

3. Melakukan koordinasi dengan unit lain terkait realisasi rencana kerja 

Perhitungan persentase kualitas perencanaan satuan kerja didasarkan pada 3 aspek 

formula penilaian yang meliputi: 

Formula 1 : Jumlah IKU organisasi dalam Kontrak Kinerja Kepala kantor,  Jumlah IKU dalam 

matriks, IKU organisasi yang didukung program kerja,  Jumlah IKU (Internal proses dan 

learning growth). 

Formula 2 : Penyelesaian program kerja 

Formula 3 : Perkiraan Jumlah program kerja yang ada danannya. 

Dari perhitungan tersebut dihasilkan realisasi untuk IKU ini adalah 72,59 persen dari target 

sebesar 70 persen atau capaian sebesar 103,69 persen. 

 

7a-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan Kepabeanan dan Cukai 
 

2021 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des Y 

Target 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Realisasi 114,67% 119,03% 119,60% 120% 118,50% 119,38% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 119,27% 

Capaian 114,67% 119,03% 119,60% 120% 118,50% 119,38% 120% 120% 120% 120% 120% 120% 119,27% 

  

Berada di pelabuhan utama Provinsi Lampung, Bea Cukai Bandar Lampung melayani 

beberapa jenis pelayanan kepabeanan. Salah satu unsur keberhasilan kinerja kegiatan 

layanan kepabeanan diukur melalui kesesuaian janji layanan atas setiap dokumen yang 

diselesaikan. 

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja 

pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan 

dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu 

yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. 

Jenis layanan kepabeanan dan cukai yang diukur kinerjanya adalah layanan yang dianggap 

memiliki peranan penting dalam keberlangsungan pelayanan dan menjaga citra DJBC 

kepada pengguna layanan eksternal. Layanan dan janji layanan yang diukur dalam IKU ini 

meliputi: 

1. Layanan Form 3D (pemuatan barang ekspor di luar Kawasan Pabean) 4,5 jam, 

2. Layanan Izin Timbun di luar Tempat Penimbunan Sementara 6 jam, 

3. Layanan Penerusan Keberatan 3 hari, 

4. Layanan Analyzing Point 3 hari, dan 

5. Layanan Informasi 1 jam. 

Tahun 2021, realisasi IKU Rata-rata Persentase Janji Layanan Kepabeanan dan Cukai 

melebihi target yang ditentukan yaitu capaiannya sebesar 119,27 persen dengan target 

sebesar 100 persen.   
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7b-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi 
 

T/R Q1 Q2 Q3 Q4 Year 

Target 84 84 84 84 84 

Realisasi 91,67 93,43 93,45 93,66 93,66 

Capaian 109,13% 111,22% 111,25% 111,5% 111,11% 

 

Bea Cukai Bandar Lampung menyelenggarakan edukasi dan komunikasi kepada pihak-

pihak stakeholders (pengguna jasa DJBC atau para pelaku ekonomi lainnya). Dalam upaya 

pencegahan penyebaran Coronavirus Disease untuk saat ini sosialisasi tatap muka dan 

pengumpulan massa tidak dapat dilakukan sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 

SE-2/MK.1/2020 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-3/BC/2020. 

Oleh karena itu, kegiatan Edukasi dan komunikasi diselenggarakan dalam format langsung 

maupun via Zoom Meeting. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Customs Visit Customer 

(CVC), sosialisasi, serta Customs Goes to School. Materi edukasi dan komunikasi yang 

disampaikan yaitu mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku serta informasi-informasi 

terbaru di bidang kepabeanan. Tujuan penyelenggaraan edukasi dan komunikasi adalah 

untuk memberikan pemahaman yang memadai kepada para stakeholders mengenai 

ketentuan di bidang kepabeanan, guna memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam 

kegiatan di bidang kepabeanan.  

Efektivitas edukasi dan komunikasi menjadi tolak ukur dalam menilai peningkatan 

pemahaman/pengetahuan stakeholders terhadap materi yang disampaikan.  

Tingkat efektivitas diukur berdasarkan hasil kuesioner yang dibagikan kepada seluruh 

stakeholders yang mengikuti kegiatan edukasi dan komunikasi. Format kuesioner yang 

dibagikan telah distandardisasi, dan dapat menjadi sarana umpan balik.  

Hasil pengukuran tingkat efektivitas kegiatan edukasi dan komunikasi dituangkan ke dalam 

bentuk indeks. Realisasi indeks tersebut menjadi indikator kinerja pada Bea Cukai Bandar 

Lampung, dengan tingkat efektivitas sebagai berikut:  

a. 0  ≤ x < 40   : Tidak efektif  

b. 40 ≤ x < 60  : Kurang efektif  

c. 60 ≤ x < 75  : Cukup efektif  

d. 75 ≤ x < 90  : Efektif  

e. 90 ≤ x ≤ 100  : Sangat efektif  

Selama 2021, Bea Cukai Bandar Lampung berhasil memperoleh nilai 93,33 dari skala 100 atau 

efektivitas edukasi dan komunikasi dinilai efektif. Sementara nilai ini melampaui target 2021 yaitu 

sebesar 84. 
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Kegiatan Tanggal 
Pelaksanaan 

Realisasi 

Coffee Morning Penerapan CEISA 4.0  23 Januari 2021 87,5 

Customs Visit Customers di PT Sumber IndahPerkasa 11 Februari 2021 91,13 

Customs Visit Customers di PT Sucden Coffee Indonesia 18 Februari 2021 90,25 

Bimbingan Teknis Registrasi Packing House dalam rangka 
Ekspor Manggis di Kabupaten Tanggamus 

02 Maret 2021 90,61 

Sosialisasi BKC dalam rangka HTP di Provinsi Lampung 
03 s.d. 20 Maret 

2021 
92,85 

Customs Visit Customers di PT Sugar Labinta 24 Maret 2021 94,14 

Internalisasi tentang Microsoft Excel 19 Mei 2021 94,43 

Sosialisasi BKC di Lampung Tengah dan Lampung Selatan 20 s.d. 25 Mei 2021  

Customs Visit Customers di PT Phillips Seafood Indonesia 29 Juni 2021 93,31 

Sosialisasi National Logistics Ecosystem 19 Juli 2021 89,3 

Sosialisasi BKC di Kabupaten Pesisir Barat 
12 s.d. 14 Agustus 

2021 
96,55 

Sosialisasi BKC di Kabupaten Lampung Barat 23-25 Agustus 2021 94,1 

Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi MITA/AEO 19 Agustus 2021 95,42 

Sosialisasi PMK Nomor 74/PMK.4/2021 10 Agustus 2021 92,22 

Sosialisasi lanjutan Single Submission Pabean Karantina 
(SSMQC)  

22 September 2021 88,25 

Asistensi Kepabeanan PT. Pacrim Nusantari Lestari Foods 06 Oktober 2021 96,69 

Internalisasi KMK-399/KMK.04/2021 14 Oktober 2021 97,08 

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Pada Pemerintah Daerah 
dan Petani Tembakau Kabupaten Lampung Barat 

14 Oktober 2021 96,38 

ToT Perluasan Implementasi SSMQC dan Penandatanganan 
MOU SOP SSMQC di Pelabuhan Panjang 

04 November 2021 87,07 

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada Pemerintah Daerah 
dan petani tembakau di daerah Bandar Lampung 

09 November 2021 86,17 

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada Pemerintah Daerah 
dan petani tembakau di daerah Way Kanan 

15 November 2021 93,11 

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada Pemerintah Daerah 
dan petani tembakau di daerah Mesuji 

16 November 2021 93,6 

Koordinasi pemetaan wilayah rawan produksi, distribusi dan 
pemasaran tembakau serta talkshow radio di daerah Pringsewu 
 

23 November 2021 96,71 

Customs Visit Customers di PT Sinar Jaya Inti Mulya 25 November 2021 93,81 

Fieldtrip Politeknik Negeri Lampung 29 Desember 2021 94,16 

Sosialisasi cukai tembakau pemerintah daerah kab. Lampung 
Selatan 

30 Desember 2021 94,67 
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8a-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan 

Cukai 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 25% 25% 60% 73% 73% 

Realisasi 66,23% 66,23% 82,61% 93,04% 93,04% 

Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 

 

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang dari Pulau Sumatera dimana memiliki posisi 

strategis dalam perdagangan di Pulau Sumatera. Salah satu bentuk pengawasan adalah 

melalui patroli dan operasi di pintu gerbang masuknya barang yaitu Pelabuhan Bakauheni 

dan Pelabuhan Panjang. 

Pada pelaksanaan IKU ini tentunya terdapat beberapa kendala yaitu sulitnya melakukan 

pendeteksian moda pengangkut yang membawa BKC illegal, banyaknya perlintasan yang 

dapat dilalui pengangkut, serta adanya pandemi Virus Covid-19 yang membuat dalam 

pelaksanaannya menjadi lebih sulit. 

Selama tahun 2021, kegiatan yang telah dilakukan KPPBC TMP B Bandar Lampung 

meliputi: 

1. Melakukan patroli dan operasi di Pelabuhan Bakauheni 

2. Melakukan Operasi Gempur di Wilayah Provinsi Lampung 

3. Melakukan Sinergi terkait Barang Jenis Obat Obatan dengan BPOM  
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8b-CP Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli Laut 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 10% 30% 60% 71,5% 71,5% 

Realisasi 36,06% 41,55% 52,79% 78,18% 78,18% 

Capaian 120% 120% 87,98% 109,34% 109,34% 

 

Provinsi Lampung memiliki luas perairan pesisir mencapai 51.991,80 kilometer persegi atau 

sepertiga kali lebih luas dari wilayah daratannya. Salah satu bentuk pengawasan utama di 

perairan adalah melalui patroli laut. IKU ini digunakan untuk menilai seberapa efektif 

kegiatan patroli laut di Bea Cukai Bandar Lampung. Penilaian diukur dari pelaksanaan 

patroli laut sesuai rencana, dan tingkat temuan yang dihasilkan dari kegiatan ini. 

 

Patroli laut selama 2021 dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali. 

 

  

0

0.5

1

1.5

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Jumlah Kegiatan Patroli Menghasilkan Penindakan
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9a-CP Persentase Tindak Lanjut rekomendasi dari Aparat Pengawas 

Fungsional  
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 5% 30% 60% 82% 82% 

Realisasi N/A N/A 27,5% 98,50% 98,50% 

Capaian N/A N/A 45,83% 120% 120% 

  

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan (BAPHP) atas Surat Tugas 

nomor ST-597/IJ/IJ.1/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang berisi terkait Audit atas Kegiatan 

Pengawasan dan Pelayanan Ekspor dan lmpor Barang untuk Dipakai dengan Menggunakan 

Data Analytics pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung. Atas BAPHP tersebut 

terdapat 20 temuan dari Tim Inspektorat Jenderal. 

Dari 20 Rekomendasi dari Tim Inspektorat Jenderal terdapat 19 rekomendasi yang telah 

selesai dilaksanakan dan terdapat 1 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti namun belum 

tuntas. Rekomendasi dari Tim Inspektorat Jenderal yang telah diselesaikan meliputi: 

1. Telah dilakukan penelitian kembali oleh seksi PKC dan menindaklanjuti usulan 

penelitian ulang ke Kantor Wilayah Sumatera Bagian Barat jika ada potensi tambah 

bayar 

2. Kepala Kantor telah membuat Nota Dinas yang berisi arahan secara tertulis kepada 

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai untuk meningkatkan ketelitiannya 

dalam menjalankan tugas 

3. Telah dilakukan penelitian kembali status blokir terhadap pengguna jasa sesuai dengan 

temuan Tim Itjen dan juga telah mengirimkan Nota Dinas ke Direktorat Penindakan dan 

Penyidikan DJBC untuk melakukan konfirmasi terhadap status blokir pengguna jasa 

sesuai dengan hasil penelitan 

4. Telah dibuatkan Nota Dinas Kepala Kantor kepada Seksi PDAD untuk membuat lembar 

monitoring dan dokumentasi penyampaian Pemberitahuan Kesiapan Barang. 

5. Telah dibuatkan Nota Dinas Kepala Kantor untuk memberikan arahan guna 

meningkatkan perhatian atas pendokumentasian penyampaian PKB oleh importir dan 

melaksanakan Pemeriksaan Pabean sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

6. Telah disampaikan Nota Dinas Ke Direktorat IKC terkait usulan penambahan fitur dan 

monitoring Pemberitahuan Kesiapan Barang. 

7. Telah dibuat Nota Dinas Kepala Kantor kepada Kepala Seksi PKC terkait arahan 

kepada Pemeriksa Dokumen untuk meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan 

norma waktu penelitian dokumen. 

8. Telah disampaikan Nota Dinas Kepala Kantor ke Direktur IKC terkait usulan 

penambahan fitur notifikasi kepada pemeriksa dokumen sebelum 30 hari, secara 

otomatis menyelesaikan penelitian dokumen ketika sudah 30 hari dari tanggal PIB 

sehingga tidak memungkinkan untuk penerbitan SPTNP setelah 30 hari. 

9. Telah melakukan penelitian lapangan terhadap perusahaan sebagaimana temuan Tim 

Itjen, kemudian menyampaikan Nota Dinas hasil penelitian lapangan tersebut kepada 

Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung. 
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10. Telah disampaikan Nota Dinas ke Direktur KIAL atas permasalahan dan meminta 

arahan terkait tidak diakomodasinya softcopy SKA pada aplikasi CEISA 4.0 serta 

menindaklanjuti arahan tersebut.  

11. Telah disampaikan Nota Dinas kepada Direktur IKC terkait permasalahan penerimaan 

softcopy SKA serta monev atas penyerahan SKA pada masa pandemi Covid-19 yang 

tidak diakomodasi pada Aplikasi CEISA 4.0  

12. Telah disampaikan Nota Dinas ke Direktur IKC terkait permasalahan waktu terima 

hardcopy dokumen pelengkap pabean pada Aplikasi CEISA 4.0.  

13. Telah disampaikan Nota Dinas kepada Direktur Teknis Kepabeanan dan Direktur IKC 

terkait permasalahan pengendalian aplikasi CEISA Ekspor atas pelunasan billing PPh 

Pasal 22 Ekspor. 

14. Telah dilakukan penelitian kembali PEB temuan Tim Itjen dan menindaklanjuti hasilnya 

dengan mengusulkan kepada Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat untuk dilakukan 

penelitian ulang jika terdapat potensi tambah bayar. 

15. Telah disampaikan Nota Dinas kepada Direktur IKC DJBC terkait permasalahan 

pengendalian aplikasi CEISA Ekspor dalam melakukan validasi perhitungan Bea Keluar 

yang belum memasukkan elemen harga referensi dan tarif Bea Keluar. 

16. Telah disampaikan Nota Dinas kepada Direktur IKC DJBC terkait permasalahan 

pengendalian aplikasi CEISA Outward Manifest dan pemberian akses kepada kantor 

pelayanan atas data PEB yang belum terekonsiliasi. 

17. Telah disampaikan Nota Dinas ke Direktur IKC terkait permasalahan kegagalan saat 

melakukan pengunggahan atau menyimpan file hasil unggahan foto dokumentasi pada 

menu perekaman LHP CEISA Ekspor. 

18. Telah dilaksanakan kegiatan internalisasi kepada pemeriksa barang terkait 

pengunggahan foto dokumentasi pada menu perekaman LHP CEISA Ekspor. 

19. Telah dilakukan pemantauan kode etik sebagaimana yang diamanatkan Keputusan 

Menteri Keuangan nomor 940/KMK.09/2017 dan Rencana Pemantauan Temuan Tahun 

2021 sesuai Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-864/BC.08/2020 

Sesuai dengan Aplikasi Team Central saldo APF sisa 1 yang telah ditindaklanjuti namun 

belum selesai. Atas pencapaian tersebut, IKU persentase tindak lanjut rekomendasi dari 

Aparat Pengawas Fungsional telah melewati target dengan realisasi 98,50 persen dari target 

5,82 persen. 
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9b-N Rata-rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring Dan Pengawasan 
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2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 40% 55% 70% 90,25% 90,25% 

Realisasi 100% 68% 100% 100% 100% 

Capaian 120% 120% 120% 110,80% 110,80% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kegiatan Realisasi Keterangan  

Pengaduan 
Masyarakat 

100% Tidak ada 

PKPT  100% 1. PKPT Pengadaan Barang dan Jasa 
2. PKPT Kantor Pos 

PPI 100% 1. BC 4.0 
2. BC 4.1 

Evaluasi 
Kinerja 

100% Telah dilakukan Evaluasi Kinerja kepada Seluruh Unit di Bea Cukai 
Bandar Lampung, hasil kategori baik 

Investigasi 
Internal 

N/A Tidak ada 

 

 

Dalam mendukung good governance, Bea 

Cukai Bandar Lampung memantau dan 

mengawasi tingkat kepatuhan para 

pegawai dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi. IKU ini mengukur efektivitas 

kepatuhan dari kegiatan yang dipantau unit 

Kepatuhan Internal. Indikator ini mengukur 

rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) 

kegiatan yang meliputi:  

1. Persentase tindak lanjut penyelesaian 
pengaduan masyarakat 

2. Persentase tindak lanjut atas 
rekomendasi pengawasan kepatuhan 
pelaksanaan tugas Kegiatan PKPT 

3. Persentase efektivitas pemantauan 
pengendalian utama ( PPU). 

4. Persentase tindak lanjut atas 
rekomendasi evaluasi pengelolaan 
kinerja. Terdapat ketentuan baru yang 
mengatur tentang pelaksanaan 
evaluasi pengelolaan kinerja yaitu 
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai 
nomor KEP-534/BC/2019. 

5. Persentase tindak lanjut atas 
rekomendasi investigasi internal 
berupa hukuman disiplin. 

 

Selama 2021, terdapat 1 (satu) 

pengaduan masyarakat yang diterima 

Bea Cukai Bandar Lampung, yaitu 

terkait dugaan pungutan liar pada 

kantor pos dan telah selesai ditutup. 

Seluruh kegiatan masih terpantau 

cukup baik, sehingga tidak terdapat 

kegiatan investigasi internal. Kegiatan 

yang menjadi fokus kepatuhan internal 

yaitu pemantauan pengendalian 

internal, evaluasi kinerja, dan 

pemantauan kepatuhan pelaksanaan 

tugas (PKPT). 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan-

kegiatan dimaksud, persentase 

efektivitas Monitoring dan pengawasan 

kepatuhan internal pada Bea Cukai 

Bandar Lampung berhasil mencapai 

100 persen dari target 90,25 persen. 
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10a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai  
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 75% 75% 75% 75% 75% 

Realisasi 80,44% 89,5% 85,72% 94,95% 94,95% 

Capaian 107,25% 119,3% 114,29% 120% 120% 

  

  Kegiatan peningkatan pengetahuan dan 

kompetensi kepada pegawai 

dilaksanakan dalam rangka di 

lingkungan DJBC. Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan pegawai dan memberikan 

informasi-informasi terbaru terkait 

kebijakan dan ketentuan yang berlaku 

dalam melaksanakan dan mendukung 

tugas dan fungsinya untuk kepentingan 

jangka panjang. Kegiatan ini dapat 

berupa training, retraining, dan/atau 

Pembinaan Pengetahuan dan 

Keterampilan Pegawai (P2KP).  

Program Pembinaan Keterampilan 

Pegawai (P2KP) adalah pembinaan 

pengetahuan dan keterampilan pegawai 

yang merupakan program peningkatan 

kapasitas pegawai yang ditujukan untuk 

menunjang tugas dan fungsi yang 

dilaksanakan pada setiap unit serta 

peningkatan kualitas kinerja di 

lingkungan DJBC. Tingkat efektivitas 

kegiatan P2KP diukur berdasarkan hasil 

kuesioner yang disebarkan kepada para 

pegawai yang menjadi peserta.  

Namun dikarenakan pandemi Covid-19, 

membuat penggilan diklat menjadi 

sangat minim serta tidak dapat 

terlaksananya IHT ataupun sosialisasi 

karena kebijakan Work From Home 

yang membuat peserta menjadi tidak 

maksimal dan kondusif. 

 

Namun hal di atas dapat ditindaklanjuti 

dengan cara meminta usulan kepada unit 

kerja eselon IV untuk materi In House 

Training, Sosialisasi, Workshop, serta 

Internalisasi yang pelaksanaannya 

melalui aplikasi Zoom Meeting. 

Hasil pengukuran tingkat efektivitas 

kegiatan training, retraining, dan P2KP 

dituangkan ke dalam bentuk indeks. 

Realisasi indeks tersebut menjadi 

indikator kinerja pada Bea Cukai Bandar 

Lampung, dengan tingkat efektivitas 

sebagai berikut:  

a. 0 ≤ x < 40  : Tidak efektif  

b. 40 ≤ x < 60 : Kurang efektif  

c. 60 ≤ x < 75 : Cukup efektif  

d. 75 ≤ x < 90 : Efektif  

e. 90 ≤ x ≤ 100  : Sangat efektif  

Persentase Peningkatan Kompetensi 

Pegawai selama tahun 2021 berhasil 

mencapai 94,95 persen. Capaian ini 

melebihi target sebesar 75 persen. 
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Periode Kegiatan  Peserta 

pelatihan 

Peserta 

pelatihan yang 

mendapat nilai 

7 atau lebih  

Rata-rata 

nilai post 

test  

Persentase  

Januari Internalisasi SPIP 47 42 85 87,1% 

Februari N/A - - - - 

Maret Workshop 

Pengendalian 

Gratifikasi 

42 28 80,9 73,78% 

April Sosialisasi Urgensi 

CMC (Coaching, 

Mentoring, 

Counselling) 

54 54 94 97% 

Mei - Internalisasi Starter 

Class Microsoft Excel 

- Internalisasi 

Unlearning Corruption 

dan Etika Penggunaan 

Sosial Media 

50 

101 

45 

101 

8,7 

8,8 

88,5% 

94% 

Juni N/A N/A N/A N/A N/A 

Juli Sosialisasi 

Pengelolaan Kinerja 

2021 (Format SKP 

Baru) 

75 60 8,7 87,5% 

Agustus N/A N/A N/A N/A N/A 

September Internalisasi Sikap 

Dasar dan 

Pengendalian 

Gratifikasi 

33 23 80 74,84% 

Oktober  N/A N/A N/A N/A N/A 

November N/A N/A N/A N/A N/A 

Desember - Sosialisasi 

Implementasi 

Penerapan Activity 

Based Working Space 

(ABW) 

- Training of trainers 

Set Up Our Mind to Be 

an Entrepreneur 

78 

65 

75 

60 

9,2 

8,9 

93,17% 

90,65% 

 
Pemeriksaan Fisik Pendahuluan CPO di Kawasan Berikat 

PT Sumber Indah Perkasa, Lampung Selatan 
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10b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 35% 43% 59% 86% 86% 

Realisasi 77,51% 82,47% 86,97% 98,28% 98,28% 

Capaian 120% 120% 120% 114,27% 114,27% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pada IKU ini, dibagi menjadi 2 (dua) sub 

IKU, yaitu Efektifitas Dialog Kinerja 

Organisasi dan Efektivitas Implementasi 

Manajemen Risiko. 

Sesuai dengan KMK Nomor 

590/KMK.01/2016 tentang Pedoman 

Dialog Kinerja di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, Dialog Kinerja 

Organisasi yang selanjutnya disingkat 

DKO merupakan komunikasi formal 

antara pimpinan pemilik peta strategi 

dengan pejabat dan pegawai di 

bawahnya untuk mendiskusikan 

pencapaian strategi, kinerja, strategi, 

dan rencana aksi organisasi yang 

dilaksanakan secara terstruktur dan 

berkala, serta memaparkan tindak lanjut 

dari arahan DKO bulan sebelumnya. 

Sedangkan Manajemen risiko 

merupakan mekanisme pencegahan 

pada Bea Cukai Bandar Lampung. 

Tujuannya adalah penyelenggaraan 

kegiatan pengawasan dan pelayanan 

dapat tercapai sesuai visi dan misi. 

Proses manajemen risiko bersifat 

berkesinambungan, sistematis, logis, 

dan teratur yang digunakan untuk 

mengelola risiko di instansi. 

 

Pengukuran efektivitas implementasi 

manajemen risiko tidak hanya 

memperhitungkan realisasi mitigasi risiko, 

tetapi juga menilai kepatuhan pelaksanaan 

rapat dan penyampaian laporan. 

Pengelolaan risiko juga dinilai pada 

Triwulan IV terhadap seluruh kegiatan dan 

administrasinya (TkPMR). 

Selama 2021, Bea Cukai Bandar Lampung 

telah menyelenggarakan 12 kali rapat DKO, 

realisasi efektivitas manajemen organisasi 

mencapai 98,28 persen. 
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10c-N Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Pejabat Administrator 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 90% 90% 90% 90% 90% 

Realisasi 98,56% 98,56% 98,74% 98,8% 98,66% 

Capaian 109,51% 109,51% 109,71% 109,77% 109,62% 

 

Tingkat efektivitas FGD Kebijakan Kemenkeu merupakan instrumen penilaian untuk 

mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal kepada 

pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap 

kegiatan FGD yang dilaksanakan. Kebijakan Kementerian Keuangan yang diukur dalam IKU 

ini adalah Kebijakan terkait kode etik dan tema lain selain  kode etik. 

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait 

Pelaksanaan Focus Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris 

Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris 

Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.  Pengukuran efektivitas pelaksanaan 

FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini. 

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian 

materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi 

FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to 

learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).  

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen 

(CTO). 

Pada tahun 2021, diadakan 4 (empat) kali FGD yang dimulai pada triwulan I dengan tema: 

1. FGD Triwulan I pada tanggal 22 Februari 2021 via Zoom Meeting. Topik yang dibahas 

adalah “Kemenkeu Giat, Rakyat Sehat, Ekonomi Kuat” dengan nilai 98,56 (skala 100) 

dengan predikat Sangat Efektif. 

2. FGD Triwulan II pada tanggal 21 Juni 2021 via Zoom Meeting. Topik yang dibahas 

adalah “Kemenkeu Satu, Kemenkeu Terpercaya” dengan nilai 98,56 (skala 100) dengan 

predikat Sangat Efektif. 

3. FGD Triwulan III pada tanggal 13 September 2021 tanggal Zoom Meeting. Topik yang 

dibahas adalah “Menuju Kemenkeu Government 4.0” dengan nilai 98,74 (skala 100) 

dengan predikat Sangat Efektif. 

4. FGD Triwulan IV pada tanggal 1 Desember 2021 tanggal Zoom Meeting. Topik yang 

dibahas adalah “Presidensi G20 Indonesia 2022” dengan nilai 98,8 (skala 100) dengan 

predikat Sangat Efektif. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam FGD adalah dikarenakan kondisi pandemi 

COVID-19 yang mengharuskan kegiatan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom 

Cloud dengan kendala jaringan yang tidak stabil dan adanya tempat tugas pegawai yang 

sulit mendapatkan koneksi yang baik. 
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11a-N Persentase Pengelolaan Layanan TIK 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 25% 40% 55% 70,10% 70,10% 

Realisasi 59,20% 62,20% 69,80% 85% 85% 

Capaian 120% 120% 120% 120% 120% 

 

Pengelolaan layanan TIK merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin terlaksananya 

layanan TIK secara otomasi berjalan dengan baik. Kegiatan yang dilakukan meliputi: 

No. Nama Kegiatan 
Capaian 

Kegiatan 

Persentase 

Capaian 

1 

Pengendalian Keamanan Teknologi Informasi yang merupakan upaya 

pencegahan terjadinya gangguan atau serangan dalam bentuk peretasan atau 

serangan Cyber (seperti Malware, Phising, atau Hacking)  pada Personal 

Computer (PC) yang digunakan oleh pegawai pada Kantor Vertikal Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

15% 

 - Pelaksanaan Kegiatan Join Domain N/A 0% 

 - Pengadaan Perangkat PC N/A 20% 

 - Pelaksanaan Sosialisasi atau P2KP 1 15% 

 - Pelaporan PC dengan IP Static dan Mac Address 1 15% 

2 

Pemenuhan TIK Hanggar yang merupakan pemenuhan TIK baik software 

maupun hardware untuk Personal Computer(PC) pada lokasi hanggar agar 

layanan CEISA dapat berjalan dengan baik 

35% 

 - Pemasangan Software di Hanggar 23 40% 

 - Pemantauan Utilitas Komputer Hanggar 23 45% 

 - Pelaksaan Pemasangan Jaringan VPN DJBC 23 15% 

3 

Ketepatan waktu penanganan permasalahan layanan CEISA yang merupakan 

penyelesaian atau pemberian solusi atas permasalahan terkait layanan aplikasi 

CEISA yang tepat waktu 

35% 

 - Layanan Penanganan Permasalahan CEISA 43 85% 

 

Dalam Rangka menunjang kinerja persentase pengelolaan Layanan TIK masih terdapat 

beberapa kendala, yaitu : 

1. Belum ada kewajiban standardisasi  pemenuhan TIK baik software maupun hardware 

untuk Personal Computer(PC) pada lokasi hanggar. 

2. Pemahaman SDM terkait instalasi Join Domain yang belum matang. 

Tindakan yang dilakukan dalam memitigasi masalah di atas adalah melakukan kegiatan 

monitoring jaringan VPN di Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat, UTPK, dan Kantor Pos. 
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1. Melakukan kegiatan monitoring jaringan VPN di Kawasan Berikat, Pusat Logistik Berikat, 

UTPK, dan Kantor Pos dalam rangka menjamin terlaksananya layanan TIK di hanggar 

dapat berjalan dengan baik. 

2. Penyampaian Surat Edaran terkait Kewajiban Penggunaan Software Berlisensi ke 

Hanggar TPB, UTPK, dan Kantor Pos Lalu Bea 

3. Kegiatan Konsultasi ke Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai  
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12a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran 
 

2021 Q1 Q2 Q3 Q4 Y 

Target 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 95,5% 

Realisasi N/A 99,15% 98,55% 96,61% 96,61% 

Capaian N/A 104,36% 103,19% 101,16% 101,16% 

  

Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output Bea Cukai Bandar Lampung 

berhasil mencapai realisasi 96.61 persen. Capaian ini sedikit di atas target 95,5 persen.  

Capaian ini diperoleh dari penjumlahan bobot 17 (tujuh belas) unsur. 

 

 

  

No Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran Persentase Capaian 

1 Capaian Keluaran Kegiatan (SMART DJA) 100% 
95.04% x 60% 

= 
57.03% 

2 Efisiensi (modifikasi SMART DJA) 85.85% 

3 Konsistensi 99.28% 

4 Penyerapan 91.98% 

5 Pengelolaan UP dan TUP 95,00% 

98.96% x 40% 
= 

39.58% 

6 Penyampaian Data Kontrak 100,00% 

7 Kesalahan SPM 90,00% 

8 Retur SP2D 100,00% 

9 Deviasi Halaman III DIPA 98,24% 

10 Revisi DIPA 100,00% 

11 Penyelesaian Tagihan 100,00% 

12 Capaian Output 100,00% 

13 Penyampaian LPJ Bendahara 100,00% 

14 Renkas 0,00% 

15 Penyerapan Anggaran 100,00% 

16 Pagu Minus 100,00% 

17 Dispensasi Penyampaian SPM 100,00% 

   96.61% 
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C. Realisasi Anggaran 
 

Sesuai realisasi kinerja 2021, persentase kualitas pelaksanaan anggaran Bea Cukai Bandar 

Lampung mencapai 96.61 persen dari target 95,5 persen. Sebagian realisasi ini terdiri dari 

penyerapan anggaran atas pagu neto sebesar 91.98 persen, capaian keluaran kegiatan 

sebesar 100 persen, efisiensi sebesar 85.85  persen dan konsistensi sebesar 99.28 persen. 

Efisiensi ini merupakan suatu wujud keberhasilan dari KPPBC TMP B Bandar Lampung 

dalam meminimalisir biaya. 

 

Alokasi Sumber Dana dan Realisasi 
 

Anggaran program dan kegiatan Bea Cukai Bandar Lampung tahun anggaran 2021 

tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) nomor SP DIPA- 

015.05.2.411161/2021 revisi ke-9 tanggal 24 Desember 2021. Bea Cukai Bandar Lampung 

memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 12,630,709,000,-. Sampai dengan 31 Desember 

2021, realisasi penyerapan anggaran pada Bea Cukai Bandar Lampung sebesar Rp 

11,617,609,734,-, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1,013,099,266. 

 

Jenis Belanja Pagu (Rupiah) Realisasi Tahun 2021 Sisa Efisiensi Anggaran 

Rupiah % Rupiah % 

51 Belanja Pegawai 5,842,301,000,- 5,838,842,359,- 99.94 3,458,641,- 0.06 

No Unsur Kualitas Pelaksanaan 
Anggaran 

Persentase (a) Bobot Konversi 
(b) 

Capaian 
(a) x (b) 

1 Capaian Keluaran Kegiatan 
(SMART DJA) 

100% 43.50% 43.50% 

2 Efisiensi (modifikasi SMART DJA) 85.85% 28.60% 24.55% 

3 Konsistensi 99.28% 18.20% 18.07% 

4 Penyerapan 91.98% 9.70% 8.92% 

                     Nilai SMART DJA   95.04 

1 Pengelolaan UP dan TUP 95,00% 8% 7,60% 

2 Penyampaian Data Kontrak 100,00% 10% 10,00% 

3 Kesalahan SPM 90,00% 5% 4,50% 

4 Retur SP2D 100,00% 5% 5,00% 

5 Deviasi Halaman III DIPA 98,24% 5% 4,91% 

6 Revisi DIPA 100,00% 5% 5,00% 

7 Penyelesaian Tagihan 100,00% 10% 10,00% 

8 Capaian Output 100,00% 17% 17,00% 

9 Penyampaian LPJ Bendahara 100,00% 5% 5,00% 

10 Renkas 0,00% 0% 0,00% 

11 Penyerapan Anggaran 100,00% 15% 15,00% 

12 Pagu Minus 100,00% 5% 5,00% 

13 Dispensasi Penyampaian SPM 100,00% 5% 5,00% 

                   Nilai IKPA 98.96% 

Nilai PKPA = (95.04 x 60%) + (98.93 x 40%) 96.61% 
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52 Belanja Barang 6,665,932,000,- 5,674,562,975,- 85.13 991,369,025,- 14.87 

53 Belanja Modal 122,476,000,- 104,204,400,- 85.08 18,271,600,- 14.95 

Melalui sistem anggaran berbasis kinerja, setiap alokasi realisasi belanja dari pagu 

anggaran memperhitungkan sasaran yang dicapai. Sisa efisiensi anggaran DIPA (belanja 

barang dan belanja modal) sebesar 1,013,099,266.,-. Jumlah ini menggambarkan telah 

tercapainya sasaran program yaitu terlaksananya penerapan tata kelola pemerintahan yang 

baik melalui penyerapan anggaran secara efektif dan efisien serta tetap mempertimbangkan 

efisiensi keuangan negara.  

Realisasi Anggaran 2021 

Kode 
MAK 

Uraian  
Anggaran 
(Rupiah) 

Total 
Realisasi 

Sisa  
Penyerapan 

(%) 

51 Belanja Pegawai 8,129,790,000 7,944,630,798 185,159,202 97.95 

511111 Gaji Pokok PNS 4,297,428,000 4,297,427,240 760 100 

511119 Pembulatan Gaji PNS 81,000 80,251  749 99.08 

511121 Tunjangan Suami/Istri  256,004,000  256,003,710 290 100 

511122 Tunjangan Anak 73,972,000 73,971,080 920  100 

511123 Tunjangan Struktural 80,020,000  80,020,000  0  100 

511124 Tunjangan Fungsional 176,140,000 176,140,000 0 100 

511125 Tunjangan PPh 1,938,000 1,937,950 50  100 

511126 Tunjangan Beras 254,846,000 254,845,980  20  100 

511129 Uang Makan 497,950,000  497,950,000  0  100 

511151 Tunjangan Umum 192,075,000  192,075,000 0  100 

512211 Uang Lembur 11,847,000  11,847,000  0  100 

      

52 Belanja Barang 8,267,074,000 7,278,015,375 989,058,625 88.04 

521111 Belanja Keperluan 
Perkantoran 

1.278.634.000 1.231.341.647 47.292.353 96.30 

521112 Belanja Pengadaan Bahan 
Makanan 

20.300.000 16.785.000 3.515.000 82.68 

521113 Belanja Penambah Daya 
Tahan Tubuh 

178.200.000 145.633.400 32.566.600 81.72 

521114 Belanja Pengiriman Surat 
Dinas Pos Pusat 

18.000.000 11.638.900 6.361.100 64.66 

521115 Belanja Honor Operasional 
Satuan Kerja 

147.360.000 139.044.000 8.316.000 94.36 

521119 Belanja Barang 
Operasional Lainnya 

292.748.000 269.737.790 23.010.210 92.14 

521131 Belanja Barang 
Operasional - Penanganan 
Pandemi 

111.400.000 58.558.079 52.841.921 52.57 

521211 Belanja Bahan 69.008.000 57.157.076 11.850.924 82.83 

521219 Belanja Barang Non 
Operasional Lainnya 

187.100.00 182.786.880 4.313.120 97.84 

521811 Belanja Barang Persediaan 
Barang Konsumsi 

171.000.000 129.011.088 41.988.912 75.45 

521832 Belanja Barang Persediaan 51.000.000 31.328.400 19.671.600 61.43 
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Lainnya 

521841 Belanja Barang Persediaan 
- Penanganan Pandemi 
COVID-19 

32.747.000 27.177.400 5.569.600 82.99 

Kode 
MAK 

Uraian Anggaran 
Menjadi 

Total 
Realisasi 

Sisa Persentase 
Penyerapan 

522111 Belanja Langganan Listrik 554.800.000 323.339.944 231.460.056 58.28 

522112 Belanja Langganan 
Telepon 

69.948.000  69.869.600 78.400 99.89 

522113 Belanja Langganan Air 36.000.000 17.566.200 18.433.800 48.80 

522141 Belanja Sewa 290.000.000 204.920.740 85.079.260 70.66 

522191 Belanja Jasa Lainnya 20.000.000 19.801.000 199.000 99.01 

523111 Belanja Pemeliharaan 
Gedung dan Bangunan 

414.534.000 411.015.439 3.518.561 99.15 

523121 Belanja Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

777.437.000 604.250.518 173.186.482 77,72% 

523133 Belanja Pemeliharaan 
Jaringan 

37.000.000 36.952.000 48.000 99,87% 

524111 Belanja Perjalanan Dinas 
Biasa 

1.279.360.000 1.235.173.904 44.186.096 96,55% 

524113 Belanja Perjalanan Dinas 
Dalam Kota 

629.356.000 460.615.000 168.741.000 73,19% 

      

53 Belanja Modal 122,476,000 108,221,900 14,254,100 88.36 

532111 Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

122,476,000 108,221,900 14,254,100 88.36 
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D. Capaian Kinerja Lainnya 
 

Capaian Kinerja Lainnya adalah kegiatan yang tidak termasuk dalam rencana kerja KPPBC 

TMP B Bandar Lampung, tetapi kegiatan tersebut mendukung tercapainya pencapaian 

kinerja yang positif bagi organisasi.  

1. Penghargaan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit 

kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, 

penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas 

kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piagam Penghargaan 

Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) 

Pengumuman Berpredikat 

WBK melalu Zoom Meeting 
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2. Timeline Kaleidoskop 

Berikut ini kami sampaikan kegiatan-kegiatan dalam tampilan timeline kaleidoskop.  

   

J 

A 

N 

U 

A 

R 

I 

Penandatanganan Kontrak Kinerja 2021 

- 29 Januari 2021 

Pemberian Penghargaan 

Mitra Kerja Terbaik 
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Talkshow Bersama Kepala 

Kantor 

Apel Bulan Februari 

Sinergi Bea dan Cukai Lampung 

dengan Kepolisian 

F 

E 

B 

R 

U 

A 

R 

I 
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Kegiatan Jum’at berbagi 

Silaturahmi dan Kerjasama dalam 

Pembinaan Revolusi Mental 

  

Apel Bulan Maret 

M 

A 

R 

E 

T 
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Konferensi Pers Bea dan Cukai 

lampung Bersama Polres lampung 

Tengah  

Kegiatan Couching 

Mentoring Counseling 

Vaksinasi di KPPBC TMP 

B Bandar Lampung 

  

A 

P 

R 

I 

L 
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Pembagian Takjil On the road 

 

Kegiatan pengecekan rutin kapal 

Bea dan Cukai Lampung 

Bakti Sosial DKM BC Lampung 

 

  

M 

E 

I 
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Humanitarian Aid for Palestine 

Customs on The Street 

Pemusnahan dan Penghapusan Arsip  

KPPBC TMP B Bandar Lampung 

J 

U 

N 

I 
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Kegiatan kunjungan ke Bandara 

Gatot Subroto 

Coffe Morning dengan 

Pengguna Jasa 

  

J 

U 

L 

I 

Kegiatan Pemeriksaan Ekspor 
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A 

G 

U 

S 

T 

U 

S 

Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi 

MITA/AEO 

Pemberian Sertifikat AEO kepada 

PT. Great Giant Pineaple 

Kegiatan di Flexible Working Space 
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Kegiatan Pengarahan Pekan Disiplin 

Pemusnahan Barang Milik Negara 

Hasil Penindakan KPPBC TMP B 

Bandar Lampung 

Liputan oleh Stasiun-stasiun Televisi 

atas pemusnahan BMN 

S 

E 

P 

T 

E 

M 

B 

E 

R 
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Peringatan Hari Bea dan Cukai ke 75 

Kunjungan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai 

Customs Visit Customers  

PT. Sinarjaya Inti Mulya 

  

O 

K 

T 

O 

B 

E 

R 
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Fieldtrip Politeknik Negeri Lampung 

Kegiatan Menembak 

 

Kunjungan Mahasiswa ke UTPK 

Pelabuhan Panjang 

  

N 

O 

V 

E 

M 

B 

E 

R 
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Training of Trainers 2021 

 

Apel Ruti Desember 2021 

Peringatan Puncak 

HAKI FEST 2021 

  

D 

E 

S 

E 

M 

B 

E 

R 



66   
  
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan TIpe Madya Pabean B 

Bandar Lampung 

 

 

  

KREATIF 
Petugas Bea Cukai memiliki proses bisnis sebagai acuan terciptanya setiap 

pengawasan yang efektif dan pelayanan yang efisien. Kegiatan dipantau dan 

dilaporkan kepada para pemangku kepentingan. Juga, pengguna jasa dapat 

memberikan masukan. Proses bisnis dilakukan dengan memberikan ruang 

kepada pegawai untuk berkreasi dan berinovasi guna tercapainya tujuan yang 

tepat sasaran, efektif dan efisien. 
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Bab 4 Penutup 

 
.   
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Tahun 2021 merupakan tahun yang cukup berat, baik bagi perekonomian global dan 

nasional maupun perjuangan DJBC selaku instansi negara yang sangat erat 

hubungannya dengan perdagangan dikarenakan pandemi Covid-19 yang tidak saja 

membuat lesunya pasar tetapi juga merusak sendi-sendi perekonomian negara. 

Meskipun demikian, berbagai program telah dijalankan untuk menjadi pijakan bagi Bea 

Cukai Bandar Lampung dalam mendukung DJBC yang semakin baik. Sehingga Bea 

Cukai Bandar Lampung berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi sebesar 115,47. 

Keberhasilan ini bukan berarti tidak menemui kendala. Berbagai kendala juga kami 

hadapi dalam mencapai kinerja, sebagai berikut: 

1. Pandemi Covid-19 

Covid-19 menjadi momok bagi semua bangsa di dunia. Kekhawatiran akan 

penyakit ini membuat menurunnya kegiatan perekonomian sehingga 

pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi dan berdampak pada lesunya 

kegiatan perdagangan pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 

2. Wilayah pengawasan yang luas meliputi seluruh Provinsi Lampung; 

3. Merupakan pintu gerbang pulau Sumatera. 

Kendala tersebut tidak menyurutkan semangat jajaran Bea Cukai Bandar Lampung 

untuk terus berupaya mengatasinya. Berbagai koordinasi di lingkup internal maupun 

wilayah Sumatera Bagian Barat telah dilakukan dalam rangka mendapatkan solusi 

terbaik, untuk menjaga pelayanan prima dan pengawasan yang efektif. Berbagai 

sosialisasi dan asistensi dengan pengguna jasa juga kami optimalkan dalam rangka 

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang 

kepabeanan dan cukai. 

Penghargaan juga kami sampaikan kepada segenap jajaran pimpinan dan seluruh 

pegawai Bea Cukai Bandar Lampung, berkat dedikasi dan kerja kerasnya, mampu 

mencapai seluruh sasaran strategis dalam kondisi perekonomian yang penuh tantangan. 

Begitu juga dengan seluruh pihak yang telah bekerja sama selama tahun 2021, semoga 

kerja sama di tahun-tahun berikutnya dapat lebih erat untuk bersama-sama membangun 

Indonesia. 

Akhirnya, dengan penyusunan Laporan Kinerja Bea dan Cukai Bandar Lampung tahun 

2021 diharapkan menjadi wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 

Selain itu, laporan ini dapat menjadi referensi sebagai kelengkapan bahan untuk 

merumuskan kebijakan dan peningkatan kinerja Bea Cukai Bandar Lampung, pada 

periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan menjadi sumber informasi yang 

transparan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat. 

LEGAL ITU MUDAH! 

BEA CUKAI MAKIN BAIK! 
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DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG 

(Monserrat, 10, Regular) 


